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Pemenuhan nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi 
orang tua akibat dari suatu perkawinan. Perkawinan tersebut adalah perkawinan 
yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal 
tersebut menyebabkan para pelaku perkawinan sirri bahwa perkawinan yang 
dilakukan secara agama atau perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan 
agama, menyebabkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak wajib 
atau tidak berhak atas nafkah dari ayah biologisnya.  Berangkat dari fenomena 
yang terjadi di masyarakat yang penyusun  teliti, penyusun tertarik untuk 
membahas bagaimana kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan sirri dan 
pemberian nafkah terhadap anak tersebut serta alasan-alasan yang 
melatarbekakangi pemberian nafkah terhadap anak.  Skripsi ini bertujuan guna 
mengetahui bagaimana kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan sirri serta 
pendapat hukum Islam dan hukum Positif terkait alasan-alasan pemberian nafkah 
terhadap anak hasil dari perkawinan sirri.  
Skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 
yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna 
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 
lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. 
Penelitian ini juga tergolong dalam penelitian sosiologis (socio legal research). 
Pengumpulan dan penyusunan data dilakukan dengan cara wawancara, dan 
dokumentasi dari berbagai sumber primer dan sumber sekunder. Metode analisis 
data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif-analitis.  
Perkawinan sirri yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pernikahan 
yang tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah (PPN) dan tidak 
dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) dan kantor catatan sipil (CAPIL). Anak 
yang dilahirkan akibat perkawinan sirri di dalam Undang-Undang Perkawinan 
menyebutkan secara tegas bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari 
perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaan. Kemudian terhadap kewajiban hak nafkah di dalam Al-Qur‟an 
Surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa kewajiban pemenuhan nafkah 
adalah dilakukan oleh seorang ayah, apabila seorang ayah tidak dapa 
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Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, 
berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama 
antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 
Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. 
Konsonan: 
 
Huruf Nama Penulisan 
ا Alif „ 
ب Ba B 
ت Ta T 
ث Tsa S 
ج Jim J 
ح Ha H 
خ Kha kh 
د Dal D 
ذ Zal Z 
ر Ra R 
ز Zai Z 
س Sin S 
ش Syin Sy 
xviii 
 
ص Sad Sh 
ض Dlod Dl 
ط Tho Th 
ظ Zho Zh 
ع „Ain „ 
غ Gain Gh 
ف Fa R 
ق Qaf Q 
ك Kaf K 
ل Lam L 
م Mim M 
ن Nun N 
و Waw W 
ه Ha H 
ء Hamzah „ 
ي Ya Y 
ة Ta (marbutoh) T 
Vokal 
Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal 




Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 
                          -  
------------    -------------------- Fatha 
--------------------------------   Kasroh 
                          - 





Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat 
dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 
Tanda Huruf Tanda Baca Huruf 
ي Fathah dan ya ai a dan i 
و Fathah dan waw au a dan u 
 
Mad 
Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi 
berupa huruf atau benda: 
Contoh: 
Harkat dan huruf Tanda baca Keterangan 
يا Fatha dan alif atau ya a a dan garis panjang 
diatas 
يا Kasroh dan ya i i dan garis diatas 
وا Dlommatain dan waw u U dan garis diatas 
 
Ta’ Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: 
1. Ta‟ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlammah, 
maka transliterasinya adalah /t/. 
xx 
 
2. Ta‟ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya 
adalah/h/. 
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang 
memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu 
ditransliterasikan dengan /h/. 
4. Pola penulisan tetap 2 macam 
Contoh: 
 ورلافطلاا ةض  Raudlatul athfal 
ةرونلما ةنيدلما al-Madinah al-munawwarah 
 
Syaddad(Tasydid) 
Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
انبر  = Robbana         لزن  = Nazzala 
 
Kata Sandang 
Diikuti oleh Huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan 
huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakau 




 Pola Penulisan 
xxi 
 
باوتلا Al-tawwabu At-tawwabu 
سمشلا Al-syamsu Asy-syamsu 
 
Diikuti huruf Qomariah 
Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.  
Contoh: 
 Pola Penulisan 
عيدبلا Al-badi‟u Al-badi‟u 
رمقلا Al-qomaru Al-qomaru 
 
Catatan :  Baik diikuti huruf syamsiah maupun maupun qomariyah, kata sandang 
ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-). 
 
Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, 
hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 
Contoh: 
نوذخ ات        : Ta‟khuzuna 
ءادهشلا          : Asy-syuhada‟u 
 
Penulisan Huruf 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il,isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 
dengan kata-kata lain  karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka 
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penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut: 
 
Contoh Pola Penulisan 
ينق زارلا يرخ وله اله ناو Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin 








A. LATAR BELAKANG  
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang dibangun guna 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam 
tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga 
Sakinah, Mawaddah wa Rahmah. Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah 
Ar-Rum [30] ayat 21: 
 
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya iala Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan 
diantara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-
bena terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir. 
2
 
Dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan seseorang.
3
 
Namun dengan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki setiap 
masayarakat Indonesia membuat perubahan suatu aturan.  Perubahan yang 
terjadi atau adanya suatu peraturan yang baru terkadang tidak dapat 
diterima langsung oleh masyarakat. Contohnya, suatu perkawinan haruslah 
                                                          
1
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 1.  
2
  QS. Ar-Rum [30] : 21, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 
Penerjema/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 644 
3
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat (1). 
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dicatatkan. Dan akhir-akhir ini banyak sekali perkawinan yang tidak 
dicatatkan (perkawinan sirri) dengan berbagai alasan. Allah berfirman 
dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 235: 
 
 
Artinya : “Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin 
dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan 
(kepada mereka) perkataan yang makruf” 4 
Dari potongan ayat diatas menjelaskan bahwa sirri berasal dari 
bahasa Arab ارس yang memppunyai arti rahasia. Sedangkan nikah atau 
kawin secara bahasa mempunyai arti mengumpulkan, atau sebuah 
pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang 
didalam syariat dikenal dengan akad nikah. 
5
 
Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditujukan atau dimaknakan 
terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, 
sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khaththab, ketika beliau 
mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan 
oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. 
6
 Namun, saat 
ini, pengertian nikah sirri diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang 
memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak  dicatatkan 
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di KUA kecamatan setempat bagi orang yang beragama Islam. Perkawinan 
sirri sering kali disebut sebagai perkawinan rahasia atau biasa disebut 
dengan pernikahan dibawah tangan, karena seperti yang telah dijelaskan di 
atas bahwa perkawinan sirri perkawinan yang dilakukan di depan seorang 
wali dan dua orang saksi, namun tidak dilakukan di hadapan Petugas 
Pegawai Nikah sebagai aparat resmi pemerintah, atau tidak dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama untuk seorang beragama Islam dan Kantor Catatan 
Sipil untuk yang beragama non Islam.  Dalam hal perkawinan sirri yang 
dilakukan oleh kaum muslim, perkawinan semacam ini dirasa sudah sah 
karena telah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang mana 
meliputi dua orang mempelai, dua orang saksi, wali, dan ijab-qabul. 
7
  
Bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 2 ayat (1) di atas, kebanyakan masyarakat saat ini lebih 
memilih melakukan perkawinan sirri yang lebih menghemat biaya dan 
juga waktu, sebab masyarakat merasakan untuk melakukan perkawinan 
sebagaimana mestinya harus mendaftarkan dirinya ke Kantor Urusan 
Agama dan, atau Kantor Catatan Sipil dan harus melalui berbagai proses 
untuk melakukan perkawinan tersebut. Namun tidak hanya sebab faktor 
prosedur perkawinan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia yakni 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai 
dengan prosedur adat masing-masing daereah , perkawinan sirri juga 
terkadang disebabkan karena sebab seorang laki-laki yang ingin 
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melakukan poligami namun tidak mendapat persetujuan dari istri sahnya, 
dan untuk menutupi suatu perzinaan yang dilakukan anak dibawah umur 
yang mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan   Pasal 7 ayat (1), menjelaskan bahwa perkawinan dapat 
dilakukan apabila mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun sedang untuk mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 
(enam belas) tahun. Sehingga, ada beberapa masyarakat lebih memilih 
melakukan perkawinan sirri karena sebab di atas. 
Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja 
dalam hidup, atau dalam bahasa keseharian adalah nafkah yang berupa 
uang yang diberikan oleh suami atau ayah dari pendapatannya sehari-hari 
hasil dari bekerja untuk istri serta anak-anaknya guna bekal atau 
memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
Ahli-ahli fiqh menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan 
adanya pemberian nafkah adalah karena adanya suatu akad nikah,  yang 
menimbulkan suatu ikatan kerabat atau hubungan kekeluargaan antara 
penerima nafkah dan pemberi nafkah. Dalam hal ini adalah pemberian 
nafkah terhadap anak oleh seorang ayah. Terdapat beberapa ketentuan 
dalam memberikan nafkah: 
8
 
1. Adanya hubungan kekeluargaan; 
2. Anak memang membutuhkan nafkah; 
3. Anak belum mampu mencari nafkah; 
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4. Yang diwajibkan memberi nafkah (ayah) hendaklah kaya atau 
mampu.  
Dalam pemberian nafkah yang diwajibkan oleh ayah, jikalau ayah 
tidak sanggup dalam pemenuhan nafkah untuk anaknya diwajibkan 
untuknya berusaha dalam pemenuhan nafkah yang dibebankan kepadanya. 
Karena anak adalah sebahagian dari padanya dan dihubungkan dengan dia. 
Apabila ayah benar-benar tidak mampu dalam pemenuhan nafkah terhadap 
anaknya, maka yang wajib memberi nafkah untuk anaknya adalah ibu, 
nenek dan saudaranya untuk menggantikan ayah memenuhi nafkah 
terhadap anaknya. Allah berfirman dalam Surah Ath-Thalaq [65] ayat 7: 
 
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah 
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan”. 9 
Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya tanggung jawab kepala 
keluarga kepada anggota keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya, untuk 
menafkahi mereka.  Hal itu berarti bahwa salah satu pengeluaran harta 
untuk menafkahi keluarganya.  
Merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban bagi kedua 
orang tua, karena apabila anak yang masih dibawah umur belum mumayiz 
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tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada 
diri dan masa depan, bahkan dapat mengancam perkembangan jiwa 
mereka. Oleh karena itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan 
dididik dengan baik. Pengasuhan atau pemeliharaan atas anak meliputi 
beberapa aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, 
dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.
10
 
Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anak 
mereka kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut pula tetap 
berlku meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus atau bercerai.
11
 
Seorang anak yang belum mampu berdiri sendiri atau dapat dikatakan 
belum dewasa dalam Komplasi Hukum Islam dikatakan batas usia anak 
adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik 
maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, orang tua 
berkewajiban mewakili anak tersebut dalam segala hal perbuatan hukum di 
dalam dan diluar pengadilan. 
12
 Dari pasal tersebut mengisyaratkan bahwa 
kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara 
mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal 
mereka di dewasanya. Secara khusus Al-Qur’an menganjurkan kepada ibu 
agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). 
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Namun, Al-Qur’an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya 
melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya dan tidak 
menginginkan ayah atau ibunya menderita karena anaknya. Bahwa segala 




Adapun dalil yang menjadikan dasar tentang kewajiban merawat 
dan mendidik seorang anak, adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah 
[2] ayat 233: 
 
Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban 
demikian. Apabila keduanya ingi menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh oranglain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran manurut 
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yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 




Dari ayat dijelaskan bahwa pengasuhan dan pemberian nafkah 
dilakukan oleh orang tua dari seorang anak, dari ia lahir sampai anak 
mencapai mumayiz. Pada prinsipnya pemberian nafkah hukumnya adalah 
wajib, karena anak yang terpelihara akan mengalami masa depan yang 
tidak pasti jika kewajiban pengasuhan dan pemberian nafkah diabaikan 
oleh individu atau masyarakat. Kewajiban dari memelihara, mengasuh, 
mendidik dan memenuhi kebutuhan anak, adalah dalam tanggung orang 
tua sebagai upaya menghidari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak 
negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikolgi anak.  
Tanggung jawab pemberian nafkah terhadap istri dan anak-anak 
adalah ayah sepenuhnya, apabila seorang laki-laki telah mengucapkan 
akad untuk seorang perempuan, harus semestinya seorang laki-laki 
berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Seperti yang telah 
dijelaskan diatas bahwa tanggung jawab atas biaya pemeliharaan 
ditanggung oleh seorang ayah. Namun tidak semua istri dan anak-anak 
dari perkawinan sirri ini medapatkan nafkah secara wajar dari suaminya 
seperti perkawinan sah pada umunya, bahkan terkadang seorang suami 
dari perkawinan sirri karena sebab tertentu tidak memberikan hak 
nafkahnya, hal tersebut disebabkan karena perkawinan yang dilakukan 
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merupakan perkawinan sirri atau perawinan yang tidak dicatatkan atau 
perkawinan bawah tangan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 
penulis mencoba meniti, “PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP 
ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI (Studi Kasus di Desa 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”.  
B. RUMUSAN MASALAH 
Bertolak dari alasan judul atau latar belakang dan batasan serta 
definisi operasional yang telah penulis uraikan di atas, maka ada 
permasalahan yang harus terjawab dan dibahas melalui penelitian ini. 
Adapun masalah yang dimaksud adalah: 
1. Bagaimana anak hasil dari pekawinan sirri di Desa Argopeni 
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ? 
2. Bagaimana pendapat Hukum Islam dan Hukum Positif tentang 
pemberian naflah terhadap anak hasil dari perkawinan sirri serta 
alasan-alasan pemberian nafkah di Desa Argopeni Kecamatan 
Kebumen Kabupaten Kebumen ?  
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah penulis 
uraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 
ini bertujuan untuk : 
10 
 
1. Mengetahui kedudukan anak hasil dari perkawinan sirri di 
kalangan masyarakat terkhusus di Desa Argopeni Kecamatan 
Kebumen Kabupaten Kebumen. 
2. Mengetahui pendapat Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia 
tentang pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan sirri  
serta alasan-alasan yang melatarbelakangi pemberian nafkah di 
Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
 
D. TELAAH PUSTAKA 
Untuk memastikan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang 
sebelumnya pernah diteliti oleh orang lain, namun hanya ada beberapa 
penelitian yang memiliki alur permasalahan berbeda, antara lain: 
Pertama, skripsi yang berjudul “Hilangnya Hak-Hak Anak dan Istri 
Akibat Nikah Sirri Studi Lapangan Di Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan 
Menteng”, yang ditulis oleh Muh.Rizki Prasetya dari Program Studi 
Peradilan Agama Fakultah Hukum Dan Syariah  Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 
15
 Skripsi tersebut merupakan penelitian yang 
bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam 
skripsi tersebut penulis membahas bagaimana sebab-akibat dari 
pernikahan sirri serta apa saja hak-hak yang dimiliki anak dan istri akibat 
nikah sirri. Dari skripsi tersebut mempunyai kesimpulan bahwa akibat dari 
hilangnya hak-hak anak dan istri akibat nikah istri adalah berasal dari 
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faktor pendidikan. Pendidikian disini yang menyebabkan ketidaktahuan 
masyarakat akan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yang jelas didalamnya mengatur adanya peraturan perkawinan 
yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan 
Kantor Catatan Sipil. Dan akibat terjadinya perkawinan sirri dalam skripsi 
tersebut adalah hilangnya hak-hak anak seperti tanda pengenal (Akta 
Kelahiran).  
Kedua, skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri 
Menurut Hukum Positif Indonesia”, yang ditulis oleh Eko Santoso dari 
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. 
16
 Skripsi tersebut 
merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan statue 
approach dan conceptual approach (melalui peraturan perundang-
undangan dan mengkaji suatu studi kasus yang terjadi di masyarakat. 
Dalam skripsi ini membahas bagaimana terjadinya perkawinan menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedudukan 
anak akibat pernikahan sirri ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan juga bagaimana kejelasan kedudukan anak 
akibat pernikahan sirri menurut hukum positif Indonesia. Skripsi tersebut 
mempunyai kesimpulan bahwa kedudukan anak akibat nikah sirri sama 
dengan kedudukan anak hasil perkawinan sah lainnya, sepanjang dapat 
dibuktikan dengan ilmu pengetahuan (DNA) yang membuktikan anak dan 
bapak mempunyai hubungan secara hukum.  
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Ketiga, tesis yang berjudul “Akibat Hukum Perkawina Sirri (Tidak 
Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan 
Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan” yang ditulis 
oleh Abdullah Wasian dari Program Studi Magister Kenotariatan Program 
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. 
17
 Tesis tersebut 
merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif. Dalam tesis tersebut membahas pernikahan 
sirri pada umumnya, dan bagaimana kedudukan anak, istri dan harta 
kekayaannya. Dengan kesimpulan bahwa secara Hukum Islam mengakui 
anak dan istri akibat dari pernikahan sirri namun secara Hukum Positif 
tidak mengakui adanya anak dan istri karena pernikahan yang dilakukan 
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil untuk 
yang beragama non Islam, dan juga anak dari pernikahan sirri tidak dapat 
melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.  
Dari beberapa skripsi atau tesis diatas yang digunakan penulis guna 
telaah pustaka, perbedaan penelitian-penelitian yang tedahulu dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih membahas 
bagaimana anak hasil dari perkawinan sirri dan bagaimana pendapat 
hukum Islam dan hukum positif tentang alasan-alasan pemberian nafkah 
anak hasil dari perkawinan sirri tersebut. Sedang penelitian-penelitian 
yang telah disebutkan diatas lebih membahas bagaimana hak dan 
kedudukan anak akibat perkawinan sirri.  
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E. METODOLOGI PENELITIAN  
Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk 
menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah 
(penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan 
terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam 
menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di 
daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar 
belakang  keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, 
individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
18
 
Penelitian ini juga tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologis 
(socio legal research), merupakan penelitian yang menempatkan hukum 
sebagai gejala sosial atau mengenai proses bekerjanya hukum di dalam 
masyarakat. 
19
 Penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau 
masyarakat dalam keitannya dengan hukum. Penelitian yang bersifat 
socio legal memandang hukum dari luar sebagai gejala sosial semata-
mata dan mengaitkannya dengan masalah-masalah sosial. Dalam 
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penelitian ini juga yang diteliti adalah bagaimana kondisi hukum secara 
intristik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum norma sosial.  
2. Sumber Data 
Adapun sumber data atau dari mana data berasal, dalam studi ini 
diperoleh: 
a. Sumber Primer 
Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
20
 Dalam 
penelitian ini adalah keterangan dari wawancara dengan  antara 
lain: 
1) Masyarakat yang melakukan perkawinan sirri di Desa 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
2)  Tokoh masyarakat atau sesepuh dan tokoh agama di  Desa 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
3)  Kepala desa di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten 
Kebumen. 
b. Data Sekunder.  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga 
atau institusi tertentu. Menurut pendapat yang lain, data 
sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti 
tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai 
pendukung data primer.
21
 Pada umumnya, data sekunder ini 
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sebagai penunjang data primer. 
3. Teknik pengumpulan data 
Pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan 
menyesuaikan dan mempertimbangkan obyek studi. Apabila 
penelitian berbentuk kasus-kasus maka pengumpulan data dengan 
menggunakan jenis penelitiaan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 
a. Wawancara  
Metode wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 
mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.
22
 Untuk 
wawancara ini penulis memilih jenis wawancara terarah dan terfokus 
dengan tujuan mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan 
terjamin validitas datanya. Wawancara dilakukan dengan warga 
masyarakat Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten 
Kebumen yang melakukan perkawinan sirri. Dalam hal pelaksanaan 
wawancara dilakukan terhadap pelaku perkawinan sirri dan 
dilaksanakan ditempat tempat tertutup, karena berkenaan dengan 
permasalahan pribadi suatu keluarga. Dan penulis akan 
mewawancarai beberapa orang yang melakukan perkawinan sirri di 
Desa argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
Selain melakukan wawancara terhadap pelaku perkawinan 
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sirri, penulis juga melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat 
yang mengetahui tentang pemahaman perkawinan sirri, tokoh agama 
dan perangkat desa yang lebih tahu tentang perkawinan sirri yang 
terjadi di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, 
sehingga penulis mendapatkan informasi yang cukup mengenai 
perkawinan sirri yang terjadi di desa tersebut, dan alasan-alasan 
terjadinya perkawinan sirri. Diadakannya wawancara ini guna 
mendapatkan data tentang pandangan masyarakat mengenai 
perkawinan sirri dan data ini untuk memperkuat teknik 
pengumpulan data. 
b. Metode Dokumentasi 
Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari 
dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.
23
 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen 
yang dapat memberikan penjelasan tentang pemahaman tentang 
perkawinan sirri dan implikasinya. 
4.  Metode Analisis Data 
Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan 
menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis memakai 
metode deskriptif analitik. Kerja dari metode deskriptif analitik 
adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan 
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Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hlm. 202. 
17 
 
memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.
24
 
Metode deskriptif analisis juga  metode yang menjelaskan suatu 
obyek permasalahan secara sistematis, memberikan analisa secara 
cermat, lugas, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian. 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN 
Bab I  : PENDAHULUAN 
Di dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRRI, 
HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH AKIBAT 
PERKAWINAN SIRRI 
Dalam bab ini penulis menuangkan penjelasan umum 
tentang perkawinan sirri menurut Hukum Islam dan 
Hukum Positif, akibat hukum terjadinya perkawinan sirri. 
Selain hal tersebut, penulis juga menuangkan penjelasan 
mengenai nafkah anak, faktor-faktor yang melandasai 
pemberian nafkah, hak dan kewajiban nafkah, serta 
kedudukan anak akibat perkawinan sirri.  
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Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hlm. 51. 
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Bab III : PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL 
DARI PERKAWINAN SIRRI  DI DESA ARGOPENI 
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN 
Pada bab ini memuat tentang keadaan geografis desa 
yang dijadikan objek penelitian, mata pencaharian 
masyarakat desa tersebut, latar belakang pendidikan, 
serta kondisi perekonomian masyarakat Desa Argpeni 
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
Dalam bab ini, penulis juga menjelaskan anak dari hasil 
perkawinan sirri serta menyajikan data bagaimana 
kedudukan anak hasil dari perkawinan sirri, serta  
pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan 
sirri yang terjadi di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 
Kabupaten Kebumen.  
Bab IV : ANALISI PENDAPAT HUKUM ISLAM DAN HUKUM 
POSITIF TENTANG PEMBERIAN NAFKAH 
TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN 
SIRRI DI DESA ARGOPENI KECAMATAN KEBUMEN 
KABUPATEN KEBUMEN 
Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai analisis 
terhadap kedudukan anak hasil dari perkawinana sirri, 
serta analisis pendapat hukum Islam dan hukum positif 
terhadap pemberian nafkah terhadap anak hasil dari 
19 
 
perkawinan sirri yang terjadi di Desa Argopeni 
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
Bab V : PENUTUP 
Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari 





TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRRI , HAK DAN 
KEWAJIBAN NAFKAH AKIBAT PERKAWINAN SIRRI 
A. Perkawinan Sirri 
Pernikahan atau perkawinan secara bahasa mempunyai arti 
mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim 
dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. 
1
 
Akad nikah yang telah ditetapkan oleh syariat adalah untuk memberikan 
hak kepemilikan keseluruhan terhadap isteri. Dalam suatu perkawinan, 
Allah SWT memberikan ketenangan dan kesenangan, karena keduanya 
dapat saling mengisi kebutuhan masing-masing, seperti firman Allah  
dalam Surah Ar-Ruum [30] ayat 21: 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” 2 
Ayat diatas menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar 
bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan didalamnya unsur kasih 
sayang, rasa tentram, dan rasa senang bahkan perkembangan manusia. 
Seperti tujuan dari perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk 
                                                          
1
 Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhlmi, Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9,(Jakarta: Gema 
Insani, 2011), hlm. 39. 
2
 QS. Ar-Rum [30] : 21, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur‟an:1971), hlm. 644. 
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mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah 
3
, mawaddah dan 
rahmah. 
4
  Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang 
laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami isteri yang 
dibangun guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 Sedangkan menurut 
hukum Islam, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang 
dilakukan dengan akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaqan 
ghalidhan) untuk menaati perintah Allah.
 6
 dan melaksanakannya 
merupakan ibadah, Allah berfirman QS.An-Nuur [24] ayat 32: 
Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 
dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi 
Maha Mengetahui.” 7 
Ayat diatas menjelaskan anjuran untuk seseorang yang sudah siap 
untuk segera melakukan perkawinan. Dan perkawinan yang sah adalah 
perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
                                                          
3
 Sakinah ialah kedamaian, ketentraman, ketenangan serta kebahagian yang terjalin 
dalam kehidupan berumah tangga. 
4
 Mawaddah wa rahmah, ialah cinta dan kasih sayang, saling melengkapi serta 
melindungi. 
5
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 1.  
6
  Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2-3. 
7
 QS. An-Nuur [24]:32 Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 





 Secara syariat Islam, perkawinan yang sah adalah 
perkawinan yang telah memenuhin rukun dan syarat yang telah ditentukan.  
Menurut Hukum Islam rukun perkawinan terdiri dari lima pokok yang 
harus dipenuhi yaitu, wali, calon mempelai, dua orang saksi, ijab dan 
qabul, dan mahar. 
9
 Sehingga menurut hukum Islam apabila suatu 
perkawinan telah memenuhi lima pokok yang telah disebutkan diatas, 
perkawinan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Dari 
situlah mayoritas masyarakat Indonesia yang masih banyak melakukan 
perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa mengingat Indonesia 
adalah negara hukum, dan tidak didaftarkan pada Pegawai Pecatat Nikah 
sesuai hukum Indonesia.  
Perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatat atau yang biasa 
disebut dengan perkawinan dibawah tangan, pada umumnya perkawinan 
yang hanya dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, yang saksi-saksi 
tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khalayak ramai atau 
masyarakat.  Menurut Imam Syafi‟I perkawinan sirri adalah perawinan 
yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dilaksanakan tanpa wali 
dan saksi. Namun pengertian sirri mempunyai pengertian yang beragam, 
dalam konteks ke Indonesiaan, perkawinan sirri identik dengan pengertian 
sebuah pengertian yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat muslim, 
dengan melaksanakan syarat dan rukun perkawinan (calon mempelai, wali, 
dua orang saksi, maskawin dan ijab qabul) namun tidak dicatatkan dalam 
                                                          
8
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat (1). 
9
 Bahruddin Muhammad, Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan 
MK No.46/PUU-VIII/2010, (Semarang: Fatama Publishing,2002), hlm. 49. 
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buku registrasi di Kantor Urusan Agama.
10
 Sedang menurut ulama‟ 
madzhab Malikiyah dan sebagian dari ulama‟ madzhab Hanabilah, 
menyatakan bahwa perkawinan sirri hukumnya tidak sah, dalam hal 
tersebut ulama Malikiyah mengaharuskan suaminya untuk segera 
menceraikan isterinya, atau mebatalkan perkawinan tersebut, bahkan 
mereka menyatakan wajib ditegakkan hadd kepada kedua mempelai jika 
terbukti sudah melakukan hubungan badan. Begitu juga dengan kedua 
saksi wajib diberikan sanksi jika memang sengaja untuk merahasiakan 
perkawinan kedua mempelai tersebut. 
11
 
Kata Sirri dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir berasal dari 
kata assirru yang mempunyai arti “rahasia”. (Munawwir:625) Sedangkan 
perkawinan sirri menurut perspektif fiqh, perkawinan sirri adalah 
perkawinan yang dilaksanakan tanpa menghadirkan wali dan atau dua 
orang saksi. 
12
 Namun pengertian diatas tidak dapat dibenarkan karena 
bertentangan dengan hadis Nabi yang mengharuskan adanya seorang wali 
dan dua orang wali dalam suatu akad nikah. Dengan hal tersebut 
pengertian perkawinan sirri menurut pespektif fiqh dengan perspektif 
masyarakat sangatlah berbeda, karena menurut masyarakat sendiri 
perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau 
perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk 
                                                          
10
 Ibid,  hlm. 48. 
11
 Ibid, hlm. 49. 
12
 M Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: AMZAH, 
2015), hlm. 210.  
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masyarakat muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk masyarakat yang non-
muslim di kecamatan setempat. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: 
Pasal 5 ayat 1 





Bahwa pencatatan nikah bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan 
dalam masyarakat Islam. Ini adalah suatu upaya yang diatur melalui 
perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan menjaga kesucian 
(mitsaqan ghalidan) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi 
perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui 
pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-
masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi peselisihan atau 
percekcokan diantara mereka, atau salah satunya bertanggung jawab, maka 
yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 
mendapatkan haknya masing-masing. 
14
  
Saat ini, pengertian perkawinan sirri tidak hanya menyangkut tidak 
dicatatnya suatu perkawinan, namun diketahui atau tidaknya suatu 
perkawinan oleh masyarakat banyak. Seperti yang dikatakan oleh 
Muhammad dalam bukunya, nikah sirri atau nikah dibawah tangan adalah 
perkawinan yang dilakukan di dalam ruangan terbatas dan tidak dilakukan 
                                                          
13
  Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 5 ayat (1)  
14
 Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 
2015), hlm. 45.   
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pencatatan maupun pengawasan oleh petugas KUA sehingga tidak 
mendapatkan akta nikah sebagai bukti suatu perkawinan. 
15
  
Beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa perkawinan sirri  atau 
nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dinyatakan sah 
menurut ketentuan agama Islam setelah memenuhi rukun dan syarat 
pernikahan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya 
wali, dihadiri dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Namun pernikahan 
ini tidak dicatatkan dan diawasi oleh petugas atau pejabat yang berwenang. 
Dengan demikian, nikah sirri yang hanya berdasarkan ketentuan 
agama tanpa dicatat dan diawasi oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, yang pada dasarnya 
tidak mempunyai kekuatan hukum formal. Sehingga perkawinan tersebut 
banyak menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. 
Berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari perkawinan sirri 
seperti, suami yang dengan mudah melakukan poligami, tidak 
terpenuhinya nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, laki-laki dapat dengan 
mudah menyangkal dari anak yang telah dilahirkan dengan perempuan 
yang dinikahi secara sirri, jika terjadi perceraian penyelesaian harta 
bersama menjadi tidak jelas.   
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 Muhammad Husein, Fiqh Perempuan , (Yogyakarta: LKis,2001), hlm. 74.  
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B. Hak dan Kewajiban Nafkah 
1. Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri 
Perkawinan selain sebagai sarana pemenuhan naluriah 
kemanusiaan dan sebagai sarana pelaksanaan ibadah, juga untuk 
mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus 
hidup dan kehidupan setiap manusia. Dan juga anak mempunyai 
kedudukan yang penting dalam suatu keluarga dan rumah tangga. 
Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya 
yang harus dijaga dan dilindungi. Sebagai amanah yang diberikan 
Allah SWT, orang tua lah yang wajib memenuhi segala kewajiban 
tersebut. Anak merupakan manusia yang memiliki nilai 
kemanusiaan yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.
16
  
Istilah anak sering kali disebut dalam Al-Qur‟an dengan kata 
al-walad atau bentuk jamaknya al-awlad yang berarti anak yang 
dilahirkan dari orang tuanya, laki-laki ataupun perempuan, besar 
atau kecil, tunggal maupun banyak. 
17
 Anak juga pada hakekatnya 
adalah seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan 
mempunyai potensi untuk menjadi dewasa seiring dengan 
pertambahan usia. Dalam hal ini seorang anak sangatlah 
memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya 
atau orang yang lebih dewasa.  
                                                          
16
 Bahruddin Muhammad, Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan (Studi Hasil 
Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, (Semarang: Fatama Publishing, 2002), hlm. 65.  
17
  Ibid, hlm. 66.  
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Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resminya 
seorang anak menjadi anggota keluarga melalui  garis nasab, 
sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tesebut. 
Hubungan hukum tersebut terdapat beberapa hak-hak anak yang 
harus ditunaikan orang tuanya seperti hak nafkah, waris, wali dan 
sebagainya juga dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap 
anaknya. 
Kedudukan anak dalam Islam adalah sebagai amanah Allah 
SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa 
diberlakukana  sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah 
yang diberikan oleh Allah SWT orang tua wajib mengasuh dan 
menjaganya sebaik mungkin. Sebagai amanah yang diberi Allah 
SWT kepada orang tua, anak memiliki hak yang harus diakui dan 
diyakini. Menurut hukum Islam, terdapat beberapa macam-macam 
kedudukan/status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu 
sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentuka kedudukan status 
seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam 
adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak 
tiri, dan anak diluar nikah. Masing-masing anak tersebut diatas, 
mendapat perhatian khusus dalam syyariat Islam yang menentukan 
28 
 




Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VII/2010, status anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta dengan ayah dan keluarga ayahnya. Atas dasar putusan 
tersebut, maka ayah dan keluarga ayahnya wajib memberikan 
nafkah tersebut terhadap anak tersebut. 
19
 Dalam putusan diatas, 
kewajiban tersebut merupakan kewajiban hukum memberi nafkah 
kepada anak, sebab anak yang diahirkan dari hubungan biologis 
tanpa ikatan perkawinan yang sah, secara kodrati tidak berbeda 
dengan anak sah. Dengan demikian terhadap anak, ayah wajib 
menunaikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, 
kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya 
sesuai dengan penghasilannya.  
 
2. Nafkah 
Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (n) 1. 
belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; 2. Bekal hidup sehari-hari; 
                                                          
18
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazdhab. Dikutip dari Bahruddin 
Muhammad, Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK 
No.46/PUU-VIII/2010, (Semarang: Fatama Publishing ,2002), hlm.139. 
19
 Yang dimaksud nafkah dalam hlm ini adalah nafkah anak, berupa biaya 
pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang 
diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa dan 
mandiri, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 
Kompilasi Hukum Islam.   
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rezeki; (n) bayaran, bonus, gaji, honor, imbalan, komisi, mata 
pencaharian, pemdapatan, penghasilan, perolehan, rezeki, upah; 3. 
Makan, dapur, penghidupan, perut, sambungan hidup. Sedangkan 
menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Nafkah 
menurut bahasa artinya „sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang 
untuk keluarganya,‟ sedangkan menurut syara‟ nafkah adalah 
makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 
20
 
Yang dimaksud nafkah dalam hal ini adalah nafkah anak, 
berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya 
pendidikan anak, dan segala biaya yang diperlukan untuk 
menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa 
atau mandiri, sesuai Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. 
21
 dengan kata 
lain nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku 




Ahli-ahli fiqh menjelaskan bahwa faktor yang 
menyebabkan adanya pemberian nafkah adalah karena adanya 
suatu akad nikah, yang menimbulkan suatu ikatan kerabat atau 
hubungan antara anak atau isteri sebagai penerima nafkah dan 
                                                          
 
20
  Wahbah A-Zhuhaili, Fiqih Islam Wa Addilatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 
2011),  hlm. 110. 
21
 Dina Khomsiana.A.F, Akibat Hukum Istilhaq Dalam Perspektif Hukum Islam dan 
Hukum Positif, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017) , hlm.70.  
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suami atau ayah sebagai pemberi nafkah. Dalam hal ini penulis 
membahas pemberian nafkah terhadap anak oeleh seorang ayah. 
Terdapat ketentuan pemberian nafkah, meliputi: 
23
 
a Adanya hubungan kekeluargaan; 
b Anak memang membutuhkan nafkah; 
c Anak belum mampu mencari nafkah; 
d Yang diwajibkan memberi nafkah (ayah) hendaknya kaya 
atau mampu. 
Secara umum pemenuhan hak nafkah untuk seorang anak 
akibat suatu perkawinan adalah tanggung jawab seorang suami 
atau ayah sang anak, namun apabila seorang suami atau ayah 
tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak, 
maka tanggung jawab tersebut ditanggung oleh pihak keluarga 
yang mampu di bawah sebuah akad perkawinan. 





Artinya: ” Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga 
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 Zakariya Ahmad Al Bahrry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1997), hlm. 81.  
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seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban 
demikian …“24 
 
Potongan ayat Al-Qur‟an diatas telah jelas bahwa kewajiban 
dari seorang ayah adalah memberikan segala kebutuhan yang 
diperlukan oleh seorang anak dan juga para ibunya. Apabila dia 
tidak mampu dalam pemberian nafkah tersebut dapat dilakukan 
oleh kerabatnya. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa apabila 
seorang ibu tidak mampu dalam hal persusuan, dapat dilakukan 
oleh orang lain yang tepat dan diberikannya bayaran yang 
sepatutnya. 
3. Hak dan Kewajiban Nafkah Akibat Perkawinan Sirri 
Menurut jumhur ulama suatu perkawinan dianggap sah 
apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah 
ditentukan, diantaranya wali. Sebagai seorang muslim sekaligus 
warga negara yang baik, kita wajib menaati ulil amri  yang 
diantaranya telah dibuat Undang-Undang Tentang Perkawinan 
yang secara tegas didalamnya terdapat aturan agar suatu 
perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dengan kita sebagai warga 
negara yang taat akan hukum yang berlaku, itu berarti suatu bentuk 
ketaatan kita terhadap ulil amri. Firman Allah dalam Surah An-Nisa 
[4] ayat 59:  
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 QS. Al-Baqarah [2]:233, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 




 Ayat diatas menjelaskan bahwa konsep ketaatan terhadap 
undang-undang merupakan produk ulil amri yang bersifat mutlak, 
yang mana tergantung isi dari suatu pasal yang tidak bertentangan 
dengan Al-Qur‟an dan juga hadits. Apabila suatu peraturan yang 
dibuat oleh ulil amri dan bertentangan dengan Al-Qur‟an dan 
hadits, maka tidak ada kewajiban kepada kita untuk menaati 
peraturan tersebut.  
 Sebagai umat muslim yang taat akan ulil amri, kita tidak 
hanya taat terhadap Undang-undang Perkawinan, namun juga 
terhadap Kompilasi Hukum Islam yang hadir sejak tahun 1990 
berdasarkan intruksi Presiden RI. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”  di pasal tersebut memang tidak disebutkan bahwa suatu 
perkawinan harus dicatat, namun dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum 
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Islam “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 
setiap perkawinan harus dicatat” secara tegas dijelaskan bahwa 
agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 
perkawinan harus dicatat. Oleh sebab itu,  perkawinan wajib dicatat 
di lembaga resmi negara.  
 Dengan terjadinya perkawinan sirri yang saat ini marak 
dilakukan oleh masyarakat, yang mana telah dijelaskan diatas 
bahwa perkawinan sirri itu sendiri merupakan perkawinan yang 
tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang, menimbulkan 
tidak diperolehnya akta perkawinan sebagai bukti bahwa telah 
terjadi suatu perkawinan, dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu 
juga tersebut menimbulkan seorang perempuan dan anak tidak 
mendapat perlindungan hukum dan juga kewajiban yang harus 
diemban oleh seorang ayah atau suami hilang, karena perkawinan 
tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.  
Dalam hal hubungan kekerabatan atau nasab dan berbagai 
hak yang timbul akibat dari perkawinan sirri, sebab suatu 
perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia ataupun 
perkawinan sirri adalah ditetapkannya nasab, dan hal tersebut 
dilakukan dengan adanya suatu perkawinan. Dan walaupun suatu 
perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan sirri ataupun 
perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia, dalam hal nasab 
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tehadap anak-anak yang dilahirkan dapat ditetapkan atau 
dinyatakan sebagai anak kandung dari ayah biologisnya.  
Namun dalam hal perkawinan sirri atau perkawinan bawah 
tangan atau dapat disebut dengan perkawinan yang tidak dicatat, 
dari perkawinan ini menimbulkan beberapa akibat seperti yang 
telah dijelaskan diatas, terlebih untuk seorang anak,  yang 
merupakan akibat dari suatu perkawinan tersebut tidak dapat 
menerima apa yang menjadi hak nya sebagai seorang anak, seperti 
tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya, hak waris, hak wali 
dan perlindungan hukum. Selain itu juga hak-hak diatas yang 
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah 
atau suami tidak dijalankan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan  
Pasal 45 ayat (1)  
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya.  
 
Pasal diatas sangatlah jelas bahwa ayah wajib memelihara 
dan mendidik anak-anak mereka, dalam artian bahwa ayahlah yang 
berkewajiban memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh 
seorang anak sebelum masa dewasa (baligh) atau sebelum seorang 




Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi warga negara yang 
beragama Islam dan Catatan Sipil untuk yang non Islam tidak 
berhak mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya atau hanya 
bisa mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, karena 
perkawinan tersebut menurut hukum positif Indonesia merupakan 
perkawinan yang tidak sah. 
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Sebagai titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa 
dan Negara, anak memiliki hak yang harus dakui dan diyakini. 
Ketentuan tersebut ditegakan dalam Firman Allah AL-Qur‟an 
Surah Al-Isra‟ [17] ayat 17:  
 
Artinya: “Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah 
Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha 
Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya”27 
 
Hak dalam Islam mempunyai dua makna yang asasi,yaitu 
pertama, dekumpulan akidah dan masih yang mengatur dasar-dasar 
yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesame manusia, baik 
mengenai orang maupun mengenai harta. Dalam pengertian yang 
pertama ini. Hak sama dengan makna hukum. Kedua, kekuasaan 
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menguasai sesuatu atau sesuatu wajib atas seseorang bagi lainnya. 
Hak menurut pengeertian umum yaitu sutau ketentuan yang 
denganya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban 
hukum.  
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam hal ini orang tua lah 
yang lebih berkewajiban atas terpenuhinya hak-hak yang 
seharusnya diterima oleh seorang anak. Diantara hak-hak yang 





Perekonomian rumah tangga muslim merupakan 
sekumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-
sumber hukum Islam yang dapat membentuk 
perekonomian rumah tangga , yang mana norma-norma 
tersebut bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan 
rohani dan jasmani serta bertujuan menciptakan 
kehidupan sejahtera di dunia dan keberuntungan dengan 
mendapat ridha Allah di akhirat. 
29
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Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-
anaknya. Dalam segala hal dan bentuk, orang tua 
mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala yang 
dibutuhkan oleh anaknya dalamal materiil.  Yang 
meliputi sandang dan pangannya, tempat tinggal, serta 
kebutuhan, serta kebutuhan ekonomi lainnya. Hal ini 
akan menjadi tanggung jawab orang tua sampai ana-
anak dewasa atau menikah. Batas dewasa yang 
dimaksudkan adalah sebelum anak mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun. 
30
 
 Ekonomi dalam hal ini sangatlah penting terlebih 
dengan perkembangan anak, mengingat pendidikan saat 
ini sangatlah membutuhkan biaya yang cukup besar. 
Ekonomi juga berperan dalam menunjang kesejahteraan 
dan kesehatan anak sesuai dengan kebutuhan fisik, 
mental, spiritual dan sosial.   
b) Pendidikan  
Hak selanjutnya yang sangat dibutuhkan seorang 
anak adalah pendidikan. Yang mana orang tua 
berkewajiban dalam mendidik anak-anaknya sebagai 
bekal masa depannya nanti. Pendidikan disini tidak 
hanya diterima oleh anak di sekolah, namun yang lebih 
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penting adalah rumah. Sebab segala perilaku yang 
dimiliki seorang anak adalah tergantung bagaimana 
orang tua mendidik anaknya. 
Orang tua disini sangatlah berperan penting dalam 
menujang masa depan seorang anak. Orang tua lah yang 
mengajarkan bagaimana perbuatan yang baik dan buruk 
terhadap anaknya.  
Namun seorang anak juga berhak menentukan 
pendidikannya sendiri demi pengembangan tingkat 
kecerdasannya dengan pengawasan dari orang tuanya.  
c) Perlindungan  
Setiap manusia sudah selayaknya dia membutuhkan 
suatu perlindungan, tidak terlepas dengan seoran anak. 
Yang mana seorang anak yang belum memenuhi batas 
usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum, 
sangat membutuhkan perlindungan dari orang tuanya. 
Kewajiban orang tua juga melindunginya dari 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT 
dengan pendidikan agama.  
Perlindungan disini bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan mertabat manusia, serta mendapat 
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 




Setiap anak mempunyai hak atas suatu nama 
sebagia identitas dan status kewarganegaraan. Selain itu 
seorang anak juga berhak mengetahui siapa orang 
tuanya dan mendapat pengasuhan dari orang tuanya 
sendiri.  
e) Berpendapat 
Kita wajib menghargai pendapat siapapun termasuk 
pendapat seorang anak. Bukan karena seorang anak 
masih kecil sehingga kita menyepelekan pendapatnya, 
mereka berhak menyatakan pendapat, mencari dan 
menerima informasi sesuai dengan tingkat 
kecerdasannya. 
f) Waris 
Setiap anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan 
yang, dia berhak mendapatkan haknya sebagai pewaris 
dari harta yang dimiliki orang tuanya.  
Sedangkan kewajiban ayah atau suami atas anak yang 
dilahirkan dari suatu perkawinan adalah yang telah dijelaskan 
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diatas. Hak-hak yang disebutkan diataslah merupakan kewajiban 
yang harus ditunaikan oleh seorang ayah atau suami untuk 
memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh seorang anak 
hasil dari perkawinan yang sah maupun perkawinan yang tidak 
dicatatkan atau pekawinan sirri sejak anak berada didalam 
kandungan atau rahim ibunya sampai dia dewasa atau baligh atau 
telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 
Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ada tiga syarat yang 
mewajibkan nafkah atas anak: 32 
a) Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau 
mampu bekerja 
Apabila orang tua kaya atau mampu bekerja, malah 
wajib banginya untuk member nafkah kepada anaknya. 
Namun jika dia tidak mempunyai harta, namun dia masih 
mampu dalam bekerja, menurut mayoritas ulama dia 
berkewajiban untuk mencari penghasilan. Dan jika dia 
menolak untuk bekerja, maka pihak pengadilan berhak 
menahannya. Adapun apabila orang tua dalam keadaan 
ekonomi yang susah dan tidak mampu untuk bekerja, dan 
dia sendiri dinafkahi orang lain, maka dia tidak 
berkewajiban member nafkah kepada anaknya.  
Menurut ulama Malikiyyah bahwa apabila seorang 
ayah sendiri susah dalam artian tidak mampu untuk 
memberi nafkah terhadap anaknya, walaupun masih 
sanggup untuk bekerja, dia tidak memiliki kewajiban untuk 
memberi nafkah terhadap anaknya.   
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b) Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan 
tidak mampu untuk bekerja 
Anak yang miskin dalam arti belum dewasa atau 
baligh, yang belum bisa bekerja atau menghasilkan 
pendapatan maka wajib bagi orang tua untuk member 
nafkah terhadapnya. Namun untuk anak yang sudah 
memiliki penghasilan atau sudah dapat bekerja makan 
orang tua tidak wajib memberi nafkah terhadapnya.  
c) Tidak berbeda agama 
Apabila seorang seorang anak berbeda agama dalam 
sambungan nasab dengan ayahnya, maka tidak wajib 
baginya untuk mendapat nafkah dari ayahnya. Karena 
mendapatkan nafkah sama dalam kategori ahli waris.  
 
Sebab dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak 
dicatatkan atau sering disebut sebagai perkawinan bawah tangan di 
kalangan masyarakat sering kali tidak memfikirkan apa saja akibat 
tehadap perkawinan sirri yang dilakukan, terlebih terhadap status 
anak hasil dari perkawinan sirri tersebut dan hak-hak yang telah 
disebutkan diatas, dalam hal ini penulis lebih menfokuskan dalam 






4. Faktor-Faktor Penghalang Wajib Nafkah 
a) Perkawinan 
Perkawinan merupakan suatu ikatan dua insan yang 
disatukan melalui suatu akad nikah. Seperti yang telah 
dijelaskan diatas, bahwa suatu perkawinan merupakan 
penyebab adanya kewajiban pemenuhan nafkah bagi seorang 
suami atau ayah. Apabila dalam suatu perkawinan tersebut lahir 
seorang anak atau beberapa, maka merupakan kewajiban untuk 
seorang suami atau ayah untuk melaksanakan kewajiban guna 
memenuhi hak-hak seorang anak.  
Dalam hal perkawinan sirii lah yang merupakan penyebab 
tidak terpenuhinya hak-hak seorang anak, karena perkawinan 
ini merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor 
Urusan Agama. Seperti kita ketahui bahwa perkawinan yang 
sah merupakan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing, dan perkawinan harus dicatatkan 
menurut peraturan perundang-undangan. 
33
 Yang menyebabkan 
hilangnya hak seorang anak atas ayah kandungnya sebab tidak 
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dicatatnya perkawinan tersebut. Seperti hak nafkah, hak wali, 
hak waris, dan lain-lain. 
b) Nasab 
Nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. 
34
 dari 
arti tersebut terdapat batasan dari pengertian diatas bahwa 
nasab merupakan pertalian keluarga melalui akad nikah dari 
perkawinan yang sah. Nasab disini adalah hasil dari suatu 
perkawinan yang sah, setelah terjadi suatu perkawinan dan 
lahirnya seorang anak. Anak tersebut apakah merupakan 
keturunan atau mempunyai hubungan nasab dengan ayah 
biologisnya atau tidak. Dengan demikian perkawinan sirri yang 
telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan ini bukanlah 
perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia sebab tidak 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Maka, nasab disini juga 
berpengaruh dalam pemberian nafkah terhadap anak hasil dari 
perkawinan sirri.  
Bahwa seorang anak yang lahir diluar perkawinan atau 
perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan sirri hanya 
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya secara hukum yang 
berlaku di Indonesia dan ini menyebabkan kebebasan untuk 
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seorang laki-laki atau seorang ayah untuk melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya.  
c) Ekonomi 
Ekonomi merupakan faktor yang sangatlah penting dalam 
hal pemenuhan suatu kebutuhan seorang anak, seperti yang 
telah dijelaskan diatas pemenuhan kebutuhan seorang anak dari 
dia lahir sampai dia berumur dewasa atau baligh sangatlah 
banyak seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan-
kebutuhan lainnya, juga kebutuhan guna pendidikan anak yang 
saat ini tidaklah murah. Ekonomi juga berperan dalam 
menunjang kesejahteraan dan kesehatan anak sesuai dengan 
kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.   
Apablia seorang ayah tidaklah mampu dari segi ekonomi, 
lalu siapa yang akan memenuhi segala kebutuhan yang 
diperlukan oleh anak. Memang dalam hal pemenuhan nafkah 
seorang anak, apabila seorang ayah tidak dapat melakukan 
kewajiban tersebut karena ayah tidak mampu dari segi 
ekonomi, dapat digantikan oleh kerabatnya seperti ayah dan 
ibunya. namun alangkah baiknya seorang ayah bertanggung 
jawab atas anak yang telah dia lahirkan bersama isterinya 






PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI 
PERKAWINAN SIRRI DI DESA ARGOPENI KECAMATAN KEBUMEN 
KABUPATEN KEBUMEN 
A. Gambaran Umum Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen 
1. Keadaan Geografis 
Desa Argopeni terletak dibagian timur wilayah Kecamatan 
Kebumen di Kabupaten Kebumen. Dengan luas wilayahnya adalah 
197,50 hektar yang terbagi menjadi 6 Rukun Warga (RW). Jumlah 
keseluruhan penduduk di desa ini per 2016 terdiri dari 890 KK dengan 
jumlah penduduk 3.429 jiwa. Dengan perincian, jenis kelamin laki-laki 
sebanyak 1.739 jiwa, dan jenis kelamin wanita sebanyak 1.690 jiwa. 
Dengan luas wilayah diatas dan dihuni dengan jumlah tesebut 
menyebabkan desa ini termasuk desa yang padat penduduk. Berikut 
table luas wilayah di lingkungan Desa Argopeni Kecamatan 
Kabupaten Kebumen. 
Tabel 1 
Data rincian Luas Wilayah Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 
Kabupaten Kebumen 
No Keterangan Luas Persentase 
A Tanah Tegalan dan 
pekarangan 
43,00 Hektar 23,96 % 
b. Tanah Hutan 10,00 Hektar 5,57 % 
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c. Persawahan 70,00 Hektar 39,00 % 
d. Tanah Pemukiman dan 
fasilitas umum 
47,70 Hektar 26,57 % 
e. Tanah Kas Desa 8,80 Hektar 4,90 % 
 
Dari tabel diatas rlihat bahwa luas wilayah Desa Argopeni 
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen paling banyak digunakan 
sebagai Lahan Persawahan dengan persentase 39,00 %, kemuian 
diikuti dengan Lahan Pemukiman dan fasilitas umum dengan 
persentase 26,57 %, kemudian Lahan Tegalan dan pekarangan dengan 
persentase 23,96 %, lalu Lahan Perhutanan sekitar 5,57 % dan yang 
terakhir yaitu Lahan Kas Desa dengan persentase 4,90 %.  
Desa ini merupakan salah satu Desa Berkembang di Kecamatan 
Kebumen Kabupaten Kebumen. Jarak dengan pusat kota pemerintah 
Kabupaten Kebumen sejauh ± 5 Km. 
Wilayah Desa Argopeni Kecamatan Kbumen Kabupaten Kebumen 
berbatasan dengan: 
a Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Roworejo 
b Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalibagor 
c Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalibagor dan 
Pekunden 




2. Mata Pencaharian Penduduk 
Desa Argopeni memiliki jumlah penduduk 3,429 jiwa, 
dengan rincian usia produktif bekerja berjumlah 2,325 jiwa, 
sedangkan usia non-produktif atau tidak layak untuk bekerja 
sebanyak 1,104 jiwa.  
Tabel 2 
Data jumlah jiwa berdasarkan pekerjaan di Desa Argopeni 
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 
No Pekerjaan Jumlah Persentase 
a. Petani 139 Jiwa 4,1 % 
b. Pedagang 205 Jiwa 5,99 % 
c. Buruh 283 Jiwa 8,27 % 
d. Ibu Rumah Tangga 642 Jiwa 18,76 % 
e. Wiraswasta 856 Jiwa 25,01 % 
f. Swasta 44 Jiwa 1,29 % 
g. Pegawai Negeri Sipil 18 Jiwa 0,52 % 
h. Pensiunan 12 Jiwa 0,35 % 
i. Pelajar 619 Jiwa 18,1 % 
j. Belum Bekerja 585 Jiwa 17,39 % 
 
Dari data tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk di Desa 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupate Kebumen mempunyai 
pekerjaan atau mata pencaharian sebagai wiraswasta dengan persentase 
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25,01 %, kemudian diikuti oleh ibu rumah tangga dengan persentase 
18,76 %, di point selanjutnya adalah pelajar dengan persentase 18,1 %, 
belum bekerja dengan persentase 17,39 %, kemudian pekerjaan atau 
mata pencaharian buruh dengan persentase 8,27 %, pedangang dengan 
persentase 5,99 %, petani dengan persentase 4,1 %, swasta dengan 
persentase 1,29 %, kemudian pegawai negeri sipil dengan jumlah 
persentase 0, 5 %, dan  terakhir pekerjaan sebagai pensiunan dengan 
persentase 0,35 %.  
3. Pendidikan Masyarakat Desa 
Di Desa Argopeni sesuai dengan Daftar Isian Profil Desa Argopeni 
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2016 mempunyai 1 
(satu) Sekolah Dasar yaitu SD N Argopeni. Selain sekolah dasar di 
desa argopeni juga terdapat Taman Kanak-kanak yaitu Taman Kanak-
kanak Tarbiyah Masyitoh, dan juga terdapat Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) Bangun Indah. Untuk jenjang pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama dan Atas (SMP/SMA) pendudukan desa argopeni 
yang masih dalam usia produktif belajar harus menempuh perjalanan 
10 menit ke sekolah terdekat dengan desa argopeni, dengan jarak ke 
pusat kota ±5 km memudahkan para pelajar untuk menempuh jenjang 
pendidikan tingkat SMP/SMA. Sedangkan untuk para mahasiswa yang 
melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Kabupaten 
Kebumen sendiri terdapat 4 (empat) perguruan tinggi swasta yaitu 
Institut Agama Islam Nadatul Ulama (IAINU), Sekolah Teknik 
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Informatika Ekonomi (STIE) Putra Bangsa, Politeknik Dharma Patria 
(POLDA), dan Universitas Ma’arif Nadatul Ulama (UMNU) yang 
kurang lebih dapat dijangkau dengan angkutan umum dan kendaraan 
pribadi selama ±10 menit. Namun terdapat juga para mahasiswa lebih 
memilih untuk melanjutkan bangku perkuliahan  ke Universitas yang 
diinginkan, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 
Semarang, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Univeritas 
Muhamaddiyah Purworejo (UMP), Universitas Islam Negeri (UIN) 
Sunan Kalijaga dan universitas lain yang mahasiswa inginkan. 
Tabel 3 
Data tingkat pendidikan penduduk Desa Argopeni Kecamatan 
Kabupaten 
No Pendidikan Jumlah Persentase 
a. Tidak Tamat SD 972 Jiwa 44.30 % 
b. SD 825 Jiwa 37,60 % 
c. SLTP/SMP 327 Jiwa 14,90 % 
d. SLTA/SMA 47 Jiwa 2,14 % 
e. D1 3 Jiwa 0,14 % 
f. D2 4 Jiwa 0,18 % 
g. D3 7 Jiwa 0,32 % 






4. Kondisi Ekonomi  
Seperti pada tabel 1 telah dijelaskan bahwa 39 % dari luas wilayah 
Desa Argopeni adalah lahan persawahan. Namum di tabel 2 dijelaskan 
bahwa 25,01 % dari seluruh jumlah penduduk Desa Argopeni memiliki 
mata pencaharian sebagai wiraswasta. Mayoritas penduduk Desa 
Argopeni yang setelah ia menyelesaikan jenjang pendidikan SD dan 
SMP lebih memilih meninggalkan kampung halamannya untuk 
mencari pekerjaan di kota besar sebagai karyawan pabrik atau 
wiraswasta lain. Selain wiraswasta penduduk Desa Argopeni juga 
memanfaatkan lahan persawahan, tegal, dan hutan sebagai sumber 
mata pencaharian mereka sehari-hari dengan menanam padi, palawija, 
kayu, dan lain-lain, yang lalu hasil dari perkebunan atau palawija 
dijual ke pasar terdekat yaitu Pasar Wonosari yang hanya berjarak 1 
km dari Desa Argopeni.  
B. Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Di 
Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 
a. Anak Dari Perkawinan Sirri Di Desa Argopeni Kecamatan 
Kebumen Kabupaten Kebumen 
Sebelum jauh membahas mengenai anak hasil dari perkawinan 
sirri, anak terlahir dari suatu perkawinan. Perkawinan sirri di dalam 
masyarakat Desa Argopeni khususnya merupakan perkawinan yang 
dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan tanpa 
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sepengetahuan khalayak orang banyak. 
1
 Perkawinan ini sering kali 
terjadi di masyarakat Desa Argopeni karena sebab-sebab tertentu, 
seperti sang isteri sah nya tidak mengizinkan untuk berpoligami atau 
karena tuntutan pekerjaan yang menyebabkan seorang laki-laki 
dilarang untuk melakukan perkawinan lebih dari satu, atau untuk 
melakukan perkawinan lebih dari satu harus melalui berbagai proses 
yang panjang agar mendapat izin dari instansi atau perusahaan.  
Kemudian anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT 
yang patut dijaga oleh orang tuanya. Di desa Argopeni sendiri terdapat 
595 jiwa anak yang masuk dalam kategori usia dibawah umur. 
2
 
Masyarakat desa Argopeni menganggap, anak merupakan suatu insan 
yang terlahir sebab suatu perkawinan yang sah atau perkawinan sirri. 
Di desa Argopeni masyarakat menganggap anak yang dilahirkan dari 
suatu perkawinan secara sirri tetap anak mereka, sepanjang anak 
tersebut dilahirkan dari pasangan suami-isteri. 
3
 Nanum dalam hal anak 
yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan atau 
perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini di 
masyarakat desa Argopeni mereka kehilangan hak wali. Hak wali 
disini adalah apabila si anak telah berusia dewasa dan akan melakukan 
                                                          
1
 Wawancara dengan Bapak Suprapto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 
Kabupaten Kebumen) pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 10.00, di Kantor Kelurahan 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
2
 Daftar Isian Profil Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 
2016. 
3
 Wawancara dengan Bapak Suprapto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 
Kabupaten Kebumen) pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 10.00, di Kantor Kelurahan 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.  
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perkawinan, dia tidak dapat diwalikan oleh ayahnya sebab perkawinan 
yang dilakukan orang tuanya sirri. Sama halnya dengan hukum Islam 
yang mana apabila anak terlahir dari perkawinan secara sirri akan 
menyebabkan hilangnya hak-hak anak seperti hak wali, hak nafkah dan 
hak waris. Berbeda dengan hukum Indonesia, sepanjang anak yang 
terlahir dari perkawinan sirri dapat dibuktikan bahwa anak tersebut 
memang merupakan anak kandung dari ayah biologisnya, anak 
tersebut tetap bisa mendapatkan haknya sama seperti anak hasil 
perkawinan sah yang lain. 
4
 
Untuk menambah data dan informasi yang lebih akurat, penulis 
menemui beberapa informan dan pelaku perkawinan sirri yang terjadi 
di desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, 
diantaranya Bapak Suprapto, Bapak Muhammad, dan Bapak Johan.; 
a Wawancara dengan Bapak Suprapto 
Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Suprapto selaku 
Kepala Desa Aropeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen anak 
yang dilahirkan dari suatu pernikahan yang dicatatkan maupun tidak 
dicatatkan, anak tersebut tetap anak yang sah. Seperti halnya anak 
angkat, apabila ayah dan ibu angkat menghendaki mengangkat seorang 
anak lalu mereka akui sebagai anak mereka, anak tersebut tetap anak 
mereka. Beliau menambahkan, bahwa anak yang dihasilkan dari 
perkawinan sirri sepanjang ayah dari anak tersebut mengakui adanya 
                                                          
4
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
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anak tersebut dan sepanjang anak tersebut dilahirkan dari suatu 
hubungan yang halal atau sah menurut hukum Islam, ayah atau suami 
tetap mengakui adanya anak hasil perkawinan sirri. Dari kesimpulan 
wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan ini, dalam hal 
perkawinan sirri beliau tidak melarang adanya perkawinan sirri di 
Desa Argopeni, karena hal tersebut berkaitan dengan hak mereka 
sebagai warga negara dan hal pribadi yang perangkat desa tidak dapat 
melarangnya. Namun dalam hal tersebut perangkat desa, kyai ataupun 
ulama setempat tetap menghimbau dan member pengetahuan tentang 
sebab akibat apabila perkawinan tersebut dilakukan. 
b Wawancara dengan Bapak Muhammad 
Berbeda dengan Bapak Muhammad selaku Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Anak yang sah 
adalah anak yang dihasilkan atau dilahirkan dari suatu perkawinan 
yang sah, artinya sah yang dilaksanakan atau disaksikan didepan 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat. 
5
 Atau perkawinan yang 
dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atupun dalam 
aturan-aturan yang tertulis lainnya. Dalam hal ini Bapak Muhammad 
menambahkan bahwa beliau pribadi dan Kantor Urusan Agama (KUA) 
sangat melarang adanya perkawinan sirri. Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN) ataupun pegawai selalu memberikan sosialisasi tentang 
                                                          
5
 Wawancara dengan Bapak Muhammad (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 10.00 di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
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perkawinan yang benar dengan kata lain dilakukan sesuai dengan 
prosedur yang telah diatur dan juga menghimbau masyarakat 
khususnya Kecamatan Kebumen untuk tidak melakukan perkawinan 
sirri, dan juga menjelaskan apa saja sebab dan akibat yang ditimbulkan 
apabila hal tersebut terjadi.  
c Wawancara dengan Bapak Johar 
Sementara menurut Bapak Johar selaku penghulu atau pegawai 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, 
mengatakan bahwa anak sah adalah dia yang terlahir dari suatu 
hubungan atau suatu perkawinan yang sah secara agama ataupun 
secara hukum negara. 
6
 Beliau menambahkan bahwa anak yang terlahir 
dari suatu perkawinan yang sah maupun tidak, orang tua berkewajiban 
untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kebutuhan yang 
diperlukan sang anak. Dengan kata lain bahwa perkawinan sirri adalah 
perkawinan yang sah walaupun perkawinan tersebut tidak dilakukan 
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat.  
b. Pemberian Nafkah Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri 
Nafkah merupakan segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku 
menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan 
lain-lain. 
7
 Sama halnya seperti pernyataan diatas nafkah menurut 
masyarakat Desa Argopeni terdiri dari 2 (dua) macam yaitu lahiriyah 
                                                          
6
  Wawancara dengan Bapak Johar (Penghulu atau Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 10.00 di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
7
 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008), hlm. 443.  
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dan batiniyah. Dalam hal ini Bapak Suprapto selaku Kepala Desa 
Argopeni menyebutkan nafkah berupa segala kebutuhan yang 
diperlukan oleh anak yang berupa sandang, papan, kebutuhan untuk 
makan dan juga untuk biaya pendidikan.  Adapun apabila seorang anak 
yang belum memenuhi umur dewasa (baligh), kebutuhan atau nafkah 
diberikan kepada sang ibu guna memenuhi kebutuhan si anak yang 
masih kecil.  
Dalam takaran pemberian nafkah diberikan sesuai kebutuhan si 
anak sepanjang sang ayah atau suami mampu dalam hal penenuhan 
nafkah untuk anak. Adapun apabila seorang ayah atau suami tidak 
mampu atau telah meninggal nafkah yang menjadi tanggung jawab 
ayah diberikan kepada keluarga seperti kakek, nenek, bibi atau paman. 
Tabel 3 
Daftar Informan Yang Melakukan Perkawinan Sirri 

































































Dari tabel diatas menjelaskan terdapat 4 (empat) pasangan yang 
melakukan perkawinan sirri. Dari 4 (empat) pasangan tersebut penulis 
melakukan wawancara terhadap masing-masing pasangan.  
a. Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi 
Bapak Imam Wahyudi (18) merupakan seorang maintenance 





 Menikah dengan Ibu Fitriani (17). Alasan bapak 
Imam dan ibu Fitriani menikah secara sirri dikarenakan ibu Fitriani 
telah mengandung ketika itu, kemudian pada saat mereka menikah ibu 
Fitriani telah mengandung 3 (tiga) bulan. Karena umur bapak Imam 
dan ibu Fitriani belum memenuhi syarat usia perkawinan yang diatur 
dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Sehingga 
perkawinan sirri merupakan jalan terbaik untuk menutupi apa yang 
telah mereka lakukan.  
Dari perkawinan sirri tersebut lahir seorang anak perempuan 
yang saat ini telah berusia 2 (dua) bulan. Untuk memenuhi segala 
kebutuhan yang diperlukan ibu Fitriani dan sang buah hati, setiap satu 
bulan sekali bapak Imam rutin mengirim hasil keringatnya selama satu 
bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah. 
9
  Ibu Fitriani menuturkan bahwa 
uang yang diberikan dari suaminya dirasa kurang, karena untuk 
memenuhi kebutuhan sang anak seperti susu formula, popok bayi, 
sabun dan lain-lain, uang tersebut telah habis untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. Sehingga apabila uang yang diberi oleh suaminya 
habis atau kurang guna memenuhi kebutuhannya dan buah hati 
mereka, ibu Fitriani dibantu oleh keluarganya, yang mana beliau 
selama bapak Imam pergi merantau untuk bekerja ibu Fitriani tinggal 
bersama keluarganya.  
                                                          
8
  Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, 
pukul 13.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
9
 Wawancara dengan Ibu Fitriaani, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 16.00 di Desa 
Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 
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b. Wawancara dengan Bapak Syukuruddin 
 Bapak Syukuruddin (50) seorang pengangguran atau tidak 
bekerja. Sebab beliau tidak bekerja karena beliau mengalami sakit 
stroke 3 (tiga) tahu terakhir. Sebelum mengalami sakit stroke 
bapak Syukuruddin dahulunya adalah seorang pedagang tembakau 
di pasar tradisional. Bapak Syukuruddin menikahi ibu Fatimah 
secara sirri pada tahun 2002 yang dilakukan di kediaman sang 
isteri dengan dihadiri oleh kerabat isterinya. Selain menikah secara 
sirri, bapak Syukuruddin juga mempunyai isteri yang dinikahi 
secara sah. Dari pernikahan yang pertama ini beliau dikaruniai 4 
(empat) orang anak yang masing-masing telah mempunyai 
keluarga sendiri. Sedangkan dari perkawinan sirri nya beliau 
dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berusia 13 
(tiga belas) tahun. 
10
  
 Terhadap apa yang menimpa suaminya, ibu Fatimah selama 
3 (tiga) tahun tersebut tidak pernah mendapatkan hak nafkah dari 
suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan 
kebutuhan sekolah anaknya. 
11
 Sebagai gantinya untuk memenuhi 
kebutuhannya sehari-hari beliau bekerja sebagai pedagang sayur di 
pasar.  Manda anak dari bapak Syukuruddin dan ibu Fatimah saat 
ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 8 (delapan) 
                                                          
10
 Wawancara dengan Bapak Syukuruddin, pada hari Jum’at, tanggal 28 April 2017, 
pukul 08.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.  
11
  Wawancara Ibu Fatimah, pada tanggal 20 Agustus 2017, pada pukul.10.00. di Warung 
Makan Kedai Santai Kecamatan Kebumen. 
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SMP (Sekolah Menengah Pertama). 
12
 Semenjak sang ayah 
menderita sakit stroke, di tahun pertama ia terkadang satu kali 
dalam sebulan menengok ayah di rumah dengan diantar oleh 
kerabatnya. Apabila manda pulang sehabis menengok ayahnya ia 
terkadang diberi uang saku 50 (lima puluh) dan terkadang tidak 
diberi. Namun saat ini ia tidak pernah datang menengok ayahnya 
kembali sebab hubungan keluarga dari pernikahan sah ayahnya 
tidak senang dengan keadirannya. Sehingga saat ini ia tidak pernah 
lagi mendapat uang saku dari sang ayah. Dengan ia tidak 
mendapatkan uang saku dari ayahnya, setiap harinya untuk saku 
sekolahnya dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh sang ibu.  
c. Wawancara dengan Ibu Endang 
Ibu Endang (45) merupakan seorang pedagang makanan siap 
saji. Dinikahi oleh bapak Mulyadi pada tahun 2013 secara sirri di 
kediamannya yang dilakukan dihadapan kyai setempat dan 2 (dua) 
orang saksi.
 13
 selain menikahi ibu Endang secara sirri, bapak 
Mulyadi juga mempunyai isteri yang diinikahi secara sah. Dari 
perkawinan sah ini, bapak Mulyadi dikaruniai 5 (lima) orang anak. 
Sedangkan dari perkawinan sirri nya beliau dikaruniai 1 (satu) 
orang anak perempuan yang saat ini telah berusia 4 (empat) tahun.  
Bapak Mulyadi sendiri bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). 
                                                          
12
 Wawancara dengan Manda, pada tanggal 2 Januari 2018, pada pukul 12.00, di Sekolah 
Menengah Pertama 3 Kutowinangun.  
 
13
 Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 15.00 
di Desa Argopeni Rt.02 Rw.04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.  
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Dengan pendapatan 2 (dua) juta rupiah per bulan. Dengan 
penghasilan sebesar itu, bapak Mulyadi gunakan sebesar 
600,000,00-. untuk membayar cicilan hutangnya di bank 
konvensional. 
14
  Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan isteri dan anak-anaknya yang pertama, yang mana 
secara hukum negara merekalah yang berhak mendapatkan hak 
tersebut.  
Ibu Endang sebagai isteri sirri dari bapak Mulyadi, mengatakan 
bahwa beliau jarang mendapatkan uang atau hak nafkah dari suami 
dengan alasan kebutuhan isteri dan anak-anak isterinya banyak dan 
mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Dinda 
merupakan buah hati dari ibu Endang dan bapak Mulyadi yang saat 
ini berusia 4 (empat) tahun. Ibu Endang menuturkan, sang anak 
sering kali menanyakan dimana ayahnya, karena sang ayah jarang 
mempunyai waktu luang untuknya dan anaknya. Sejak buah 
hatinya lahir bapak Mulyadi setiap bulannya memberikan uang 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sang isteri dan anaknya 
sebesar 500,000,00-., namun sejak bulan maret ibu Endang tidak 
pernah lagi mendapatkan hak nafkah tersebut. Setelah bulan 
tersebut setiap kali sang suami pulang ke rumah, sang buah hati 
                                                          
14
 Wawancara dengan Bapak Mulyadi, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2017, pukul 
15.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
61 
 




d. Wawancara dengan Bapak Sujadi 
 Bapak Sujadi (55) merupakan seorang makelar jual-beli 
sepeda motot dengan penghasilan yang tidak tetap setiap 
bualannya. Menikah dengan ibu Parsilah (48) secara sirri pada 
tahun 1993 di kediaman sang isteri. 
16
 Selain menikah secara sirri 
bapak Sujadi juga menikah secara sah yang telah berusia 43 (empat 
puluh tiga) tahun. Dari perkawinan sirri nya beliau dianugerahi 2 
(dua) orang anak perempuan yang pertama telah menikah yang 
kedua berusia 18 (delapan belas) tahun bekerja sebagai seorang 
sales. Sedangkan dari perkawinan yang pertama beliau dikaruniai 6 
(enam) orang anak. Walaupun beliau mempunyai isteri 2 (dua) 
yang dinikahi secara sah menurut aturan dan secara sirri, namun 
hubungan antara kedua isterinya baik selayaknya kerabat keluarga. 
 Walaupun berhubungan baik layaknya kerabat dekat, 
namun keduanya belum pernah bertemu satu sama lain. baik disini 
mempunyai arti bahwa, isteri petama dari bapak Sujadi tidak 
menentang pernikahan sirri yang beliau lakukan.
17
 Namun dengan 
penghasilan yang tidak menetap dalam satu bulan, ibu Parsilah 
                                                          
15
 Wawancara dengan Bapak Mulyadi, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2017, pukul 
15.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
16
 Wawancara dengan Bapak Sujadi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 19.00 
di Desa Argopeni Rt.02 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
17
 Wawancara dengan Ibu Parsilah, pada tanggal 21 Agustus 2017, pukul 09.00 di Pantai 
Petanahan Kecamatan Petanahan.  
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menuturkan bahwa bapak Sujadi jarang memberikan hak nafkah 
nya setiap bulan. Suaminya akan memberi apabila ibu Parsilah 
memintanya. Setiap harinya ibu Parsilah hanya mengandalkan 
penghasilan dari jualan sayuran di pasar tradisional. 
18
 Sebab beliau 
sering meminta hak nafkah tersebut 
 Anak kedua dari perkawinan sirri bapak Sujadi dan ibu 
Parsilah menuturkan bahwa sebelum dia bekerja sebagai sales saat 
ini, ayahnya jarang memberikan uang kepadanya. 
19
 Sedangkan 
saat itu ia masih membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi 
kebutuhannya, biaya sekolah dan keperluan lain. dan setiap kali ia 
meminta kepada ayahnya secara langsung, ayahnya mengatakan 
sedang tidak memiliki uang, terkadang mengatakan bahwa 
uangnya sudah digunakan untuk keperluan saudara tirinya.   
C. Alasan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan 
Sirri Di Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen 
Seperti yang telah penulis melakukan penelitian terhadap tema yang 
diambil dalam memenuhi tugas skripsi ini. Dapat penulis simpulkan 
bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan yang menyebabkan 
terjadinya pemberian nafkah terhadap anak hasil dari nikah sirri.  
1. Ekonomi 
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 Wawancara dengan Bapak Sujadi, pada hari Jum’at, tanggal 27 Juli 2017, pukul 19.00 
di Desa Argopeni Rt.02 Rw.04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
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Alasan ekonomi yang penulis ambil bahwa pada kasus 
informan yang penulis temui mayoritas memberikan alasan mereka 
tidak memberikan nafkah kepada anak hasil dari perkawinan sirri  
yang mereka lakukan dan juga isteri. Seperti halnya Bapak Imam 
karena dia yang masih berusia muda dan pekerjaan nya yang 
sekarang dia tekuni belum bisa menghasilkan penapatan yang 
dapat mencukupi segala kebutuhan sang isteri dan anak,  yang 
masih dikandungan ibunya. Oleh karena itu kerabatnya 
membantunya dalam pemenuhan nafkah anak dan isterinya apabila 
terdapat kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari. 
20
 
Lain halnya dengan Ibu Endang yang sang suami bekerja 
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dia ketahui bahwa penghasilan 
dalam sebulan pasti ada. Namun karena sang suami mempunyai 
isteri lain yang dinikahi secara hukum negara dan mempunyai 5 
(lima) anak. Suami ibu Endang sendiri merasa sangat terbebani 
dengan 5 (lima) orang anak dengan isteri pertamanya ditambah lagi 
dengan anak hasil dari perkawinan sirri, dia beralasan kebutuhan di 
era sekarang sangatlah tidak murah sedangkan dengan gaji sang 
suami dalam 1 (satu) bulan hanya 2 juta rupiah. 
21
 
Bapak Sujadi juga memberikan alasan bahwa dia 
mempunyai isteri sahnya yang mempunyai 6 (enam) orang anak 
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  Wawancara dengan Bapak Imam, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 13.00 
di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
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  Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 15.00 
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yang 3 (tiga) diantara mereka masih sangat membutuhkan biaya 
untuk kehidupan mereka. Ditambah lagi penghasilan bapak sujadi 
setiap bulannya tidak pasti, karena pekerjaan sebagai makelar jual-




2. Perkawinan  
Dalam hal ini penulis menemukan beberapa kasus selama 
melakukan penelitian. Salah satunya Ibu Endang (40) salah satu 
pelaku pernikahan sirri, yang mana suami dari pernikahan sirri nya 
1 tahun sebelum bercerai dengan suaminya tidak mendapat nafkah 
untuk dirinya dan juga anaknya. Adapun alasan mengapa sang 
suami tidak memberikan nafkahnya karena dia sudah terlalu berat 
untuk memberi nafkah kepada isteri pertamanya yang dinikahi 
suaminya secara hukum negara. Dari keterangan ibu ini bahwa 
sempat sang suami mengatakan bahwa ia  bukanlah isteri sahnya 
secara hukum negara, sehingga dia tidak mempunyai kewajiban 
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ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK HASIL DARI  
PERKAWINAN SIRRI 
A. Analisis Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri di Desa 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 
 Sebelum jauh membahas analisis pemberian nafkah terhadap anak 
akibat dari perkawinan sirri, terdapat beberapa hal yang menurut penulis 
perlu diperhatikan agar penulis dapat dengan mudah memahami. 
Sebagaimana teori-teori yang telah dipaparkan di dalam pembahasan 
sebelumnya bahwa perkawinan sirri adalah suatu perkawinan yang 
dilaksanakan secara rahasia dan tidak diketahui oleh khalayak orang 
banyak dan hanya disaksikan oleh wali dan 2 (dua) orang saksi. 
1
 Namun 
dalam hal tersebut menurut ketua Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah 
Kecamatan Kebumen perkawinan sirri merupakan suatu perkawinan yang 
dilakukan tanpa disaksikan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk masyarakat 
muslim dan Kantor Catatan Sipil (CAPIL) untuk masyakat yang non 
muslim. 
2
 Penulis sependapat dengan pendapat kepala Kantor Urusan 
Agama diatas, bahwa perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak 
hanya dilakukan secara sembunyi-bunyi namun juga yang tidak dilakukan 
                                                          
1
 Hasil wawancara dengan Bapak Suprapto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 
Kabupaten Kebumen) pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 10.00, di Kantor Kelurahan 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.  
2
 Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 10.00 di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen . 
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dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak dicatatkan di kantor urusan 
agama setempat atau kantor catatan sipil.  
 Menurut Imam Malik berdasarkan hadits dari Abi Zubair Al-Maliki, 
yang menyampaikan hadits Umar bin Khattab, perkawinan sirri adalah 
perkawinan yang disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi 
perempuan. 
3
 Dari hadist diatas penulis menyampaikan bahwa perkawian 
sirri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dipenuhinya rukun dan 
syarat perkawinan. Namun saat ini pengertian perkawinan sirri telah 
diperluas, yaitu merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat 
perkawinan dan sah menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaan masing-masing umat, 
4
 namun tidak dicatatkan di kantor 
Urusan Agama untuk muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non-muslim. 
Dalam hal suatu perkawinan di Indonesia telah dibuat suatu aturan bahwa 
perkawinan haruslah dicatatkan supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak 




 Selanjutnya akibat dari perkawinan sirri tersebut mengakibatkan 
beberapa hak-hak isteri hilang, terutama anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut hilangnya hak nafkah, hak waris dan hak wali. 
Sebagaimana yang telah penulis tulis di bab sebelumnya bahwa akibat dari 
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  Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2010 ), hlm. 155.  
4
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB I Pasal 2.  
5
  Kompilasi Hukum Islam, BAB II Pasal 5. 
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suatu perkawinan sirri tersebut adalah hilangnya hak-hak anak yang 
seharusnya dia terima dari ayah biologisnya.  
 Menurut penulis anak adalah titipan terindah yang Allah SWT 
berikan kepada umat-Nya yang harus dijaga dan dilindungi. Dengan 
adanya seorang anak, orang tua berkewajiban untuk memenuhi segala 
kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang anak. 
6
 Dan adapun kedudukan atau 
status  seorang anak dalam hukum Islam yang telah penulis jelaskan dalam 
bab sebelumnya adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak tiri 
dan anak diluar nikah.  
 Anak hasil dari perkawinan sirri di Desa Argopeni Kecamatan 
Kebumen Kabupaten Kebumen, adalah ia yang dilahirkan dari suatu 
perkawinan secara agama maupun yang secara hukum negara. Anggapan 
bahwa anak yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan sirri adalah 
anak haram atau anak yang tidak sah karena tidak dilahirkan dari 
perkawinan yang sah secara hukum Indonesia, di Desa Argopeni tidak 
pernah beranggapan hal tersebut. 
7
  
 Analisis mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri adalah 
haram, penulis beranggapan bahwa nak yang dilahirkan dari suatu 
pekawinan baik itu secara sirri atau tidak tetaplah anak sah dan anak yang 
dilahirkan dalam keadaan suci. Sepanjang seorang anak dilahirkan dari 
suatu hubungan perkawinan dan ayah biologis dari anak tersebut mau 
                                                          
6
 Bahruddin Muhammad, Hak Waris Anak DI Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK 
No.46/PUU-VIII2010, (Semarang: Fatama Publishing, 2002), hlm. 65.  
7
 Hasil Wawancara dengan Bapak Suprapto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 
Kabupaten Kebumen) pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 10.00, di Kantor Kelurahan 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.   
68 
 
mengakui bahwa dia anaknya, ayahnya berkewajiban untuk memenuhi 
semua hak-hak terhadap anaknya. Namun dalam hal akibat dari 
perkawinan sirri tersebut mengakibatkan hilangnya hak perwalian untuk 
anak perempuan yang terlahir dari perkawinan ini. Apabila sang anak telah 
beranjak dewasa dan melakukan perkawinan maka sang ayah biologis 
tidak dapat menjadi wali dari anak tersebut.   
 Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak 
yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.
8
 Sah dalam pasal tersebut 
adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum aturan yang berlaku di 
negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) serta 
dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Seperti yang telah 
penulis paparkan diatas anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang 
tidak dicatatkan atau tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah 
(PPN) tergolong sebagai anak diluar nikah. Dalam hal anak yang 
dilahirkan dari perkawinan sirri sang anak akan kehilangan hak-hak 
terhadap ayah biologisnya, diantaranya hak nafkah hak wali, hak waris dan 
sebagainya yang seharusnya segala hal yang akan dijamin oleh sang ayah 
justru hilang karena status perkawinan yang dilakukan secara sirri. 
Kemudian seorang anak adalah ia yang terlahir dari perkawinan yang sah,
9
 
hal senada yang dikatakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bahwa anak 
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yang sah adalah dia yg dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan sesuai 
dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang.
10
 Terhadap anak 
yang terlahir dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dilakukan 
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia ia tidak dapat 
dikatakan sebagai anak yang sah dan ia hanya akan memiliki hubungan 
nasab dengan ibunya saja.  
 Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan, baik ia lahir dari suatu 
perkawinan yang sah atau dari perkawinan sirri, seorang anak tetap 
memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak 
ada anggapan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan sirri 
adalah ia anak haram yang terlahir sebab suatu perkawinan yang tidak 
dilakukan secara aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
11
  
 Sebagimana disebutkan dalam hadist: Dari Abu Hurairah.ra berkata, 
Rasulullah saw bersabda: „Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah 
(suci) sehingga adalah kedua orang tuanya yang membuat ia beragama 
Yahudi, Nasrani dan Majusi.‟ (HR.Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasa‟I, Ibnu 
Jarir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Al-Hakim, Abu Na‟im, dan Al-
Baihaqi)
12
 Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa anak yang terlahir 
dari kasus perzinaan, perselingkuhan, dan dalam kondisi normal tetap 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad (Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 10.00 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Suprapto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan 
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Kelurahan Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 
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 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: AMZAH, 2015), 
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dalam kondisi bersih suci tanpa dosa sedikitpun. 
13
 Apabila seorang anak 
yang lahir dari hasil perzinaan saja dianggap bersih, maka anak yang lahir 
dari perkawinan di bawah tangan, nikah sirri dan dalam bentuk 
perkawinan apa pun tentu saja harus lebih ditekankan kefitrahan dan 
kebersihannya.  
 Namun dalam aturan hukum Islam tentang anak zina atau anak yang 
dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, ia tidak akan memiliki 
hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan dapat menerima 
hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari ayah biologisnya.  
 Pada masa sekarang, dimana kecanggihan teknologi semakin pesat 
dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang ilmu 
kedokteran. Yang mana dari ilmu kedokteran ini terciptanya teknologi 
yang bernama DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) 
14
 dimana teknologi ini 
digunakan untuk membuktikan apakah seorang anak yang dilahirkan dari 
rahim ibunya merupakan anak biologis ayahnya. Seperti yang telah 
dijelaskan dalam undang-undang, bahwa penetapan nasab dilakukan 
dengan cara pembuktian. 
15
 Di pasal tersebut dijelaskan bahwa asal usul 
seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya bukti autentik, yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Namun apabila akta kelahiran 
tidak ditemukan, maka pengadilan dapat menetapkan status anak tersebut 
dengan cara melakukan pemeriksaan bukti-bukti yang memenuhi syarat. 
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 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam . . . , hlm. 125.  
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 DNA atau Deoxyribo Nucleic Acid yaitu asam nukleat yang menyimpan semua 
informasi tentang genetika. 
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Syarat-syarat tersebut yang dimaksud adalah melalukan tes DNA antara 
anak dan ayah.  
 Seperti yang dilakukan oleh pedangdut Aisyah Mochtar alias 
Machica pada tahun 2010 yang lalu. Beliau mengajukan permohonan uji 
materiil terhadap Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang dilakukan 
machica tersebut memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menguji 
ulang terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang 
mana bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 
D ayat (1) UUD 1945, dan juga machica menambahkan bahwa Pasal 2 
ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat segala akibat hukumnya. 
16
 alasan machica 
mengajukan permohonan tersebut lantaran anak yang dia lahirkan dari 
perkawinan sirri yang dilakukan dengan Drs. Moerdiono menyebabkan 
anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya. 
17
 Perkawinan yang diklakukan olehnya dirasa telah dilakukan 
sesuai ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah. 
Namun berdasarkan pasal 43 ayat (1) diatas bahwa anak yang dilahirkan 
nya hanya dapat mempunyai hubungan dengan ibunya dan kerabat ibunya. 
hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “ Setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum” yang 
mana dalam hal ini merugikan hak konstitusi pemohon sekaligus anaknya, 
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 Pdf, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.  
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 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).  
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yaitu berupa materil dan finansial yang mana machica harus menanggung 
biaya untuk kehidupan pemohon serta untuk membiayai pemeliharaan dan 
pengasuhan anak.  
 Dari permohonan yang diajukan oleh ibu Machica mahkamah 
memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. 
Kemudian memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 




 Kemudian apabila penulis kaitkan dengan Qawaid Fiqhiyah 
melakukan pembuktian nasab seorang anak dengan teknologi dan ilmu 
pengetahuan ilmu kedokteran. Penulis kaitkan dengan salah satu dari lima 
kaidah yaitu  رسيتلا بلجت ةقشملا yang mempunyai arti bahwa kesukaran itu 
dapat menarik kemudahan.
 19
 Maksud dari kaidah diatas adalah suatu 
kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Penulis mencoba untuk 
mengkaitkan permasalahan diatas bahwa, apabila melakukan suatu tes 
DNA merupakan jalan terbaik dan memudahkan dalam mengetahui nasab 
seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri mengapa tidak 
dilakukan hal tersebut. Terlebih dengan teknologi yang semakin maju dan 
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ilmu pengetahuan kedokteran semakin maju secara pesat memudahkan 
sesuatu hal yang tidak bisa manusia jangkau, namun dengan ilmu 
pengetahuan kedokteran segala sesuatu bisa dilakukan.  
 Dari kasus yang telah penulis tulis di atas menyimpulkan bahwa 
anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak sah 
secara hukum, bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah 
biologisnya dan kerabat ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yaitu seperti melakukan tes DNA.  
 Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ada 3 (tiga) metode yang 
digunakan untuk menetukan nasab seorang anak. yaitu pertama, 
pernikahan sah ataupun fasid (rusak), kedua, pengakuan garis nasab atau 
keturunan, ketiga, pembuktian 
20
 
 Pertama, pernikahan yang sah dan pernikahan yang rusak 
merupakan salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara 
praktiknya, garis keturunan ditentukan setelkah terjadi suatu 
perkawinan, walaupun pernikahan yang dilakukan merupakan 
pernikahan yang fasid, atau nikah urfi.
21
 
 Kedua, pengakuan garis nasab atau keturunan, untuk metode yang 
kedua ini ada dua macam, pengakuan untuk dirinya dan pengakuan 
untuk orang lain. Pengakuan untuk dirinya bahwa seorang ayah 
mengakui bahwa anak tersebut memang anaknya. Pengakuan ini 
tetap sah meskipun sang ayah berada di ambang kematian, namun 
terdapat empat syarat pengakuan yang telah disepakati oleh 
Madzhab. Yaitu, (1) anak yang diakui nasabnya belum mengetahui 
nasabnya., (2) kenyataan membenarkan pengakuannya, maksudnya 
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 Wahbah A-Zhuhaili, Fiqih Islam Wa Addilatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 
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bahwa usia dari anak yang diakui sebagai nasabnya usia dari anak 
tersebut masuk akal untuk menjadi anaknya., (3) pengakuan dari 
orang yang diakui sebagai nasabnya mudah dipercaya., (4) tidak 
membebankan nasab pada orang lain. Kemudian pengakuan untuk 
orang lain, maksud dari pengakuan orang lain adalah pengakuan dari 
kerabat dari ayah kandung dari anak yang diakui nasabnya.  
 Ketiga, pembuktian merupakan metode yang dapat dilakukan 
untuk bisa dijadikan penetu nasab dengan mendengarkan kesaksian 
baik itu melihat langsung ataupun mendengarkan dari orang lain 
dengan menghadirkan kesaksian dari dua orang laki-laki atau dua 
orang perempuan.  
 Penulis menyimpulkan bahwa semakin majunya ilmu pengetahuan 
dan teknologi kedokteran dan juga 3 (tiga) metode yang jelaskan oleh 
Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, bahwa anak yang dilahirkan 
dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara atau perkawinan 
yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, bisa 
mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan kerabat 
ayahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan metode yang telah penulis 
sampaikan diatas, dan pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan 
penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah dilakukannya 
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B. Analisis pendapat Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Alasan 
Pemberian Nafkah Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri di Desa 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 
1. Sebab Alasan Perkawinan 
 Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditanggung 
oleh orang tua dari seorang anak. nafkah yang harus diberikan 
kepada seorang anak adalah berupa biaya pemeliharaan, biaya 
kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan segala kebutuhan yang 
diperlukan oleh sang anak dan juga orang tua berkewajiban 
menjaga dan memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-
baiknya. Kewajiban-kewajiban tersebut berlaku sampai sang anak 
dewasa atau menikah dan atau melakukan pekawinan. 
23
 
 Menurut Undang- Undang Perkawinan perkawinan yang sah 
apabila dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan masing-
masing, 
24
 apabila tlah terjadi suatu ijab-qobul yang diikrarkan oleh 
mempelai laki-laki dan wali dari seorang mempelai perempuan. 
Dari akad tersebutlah timbul suatu hak dan kewajiban seorang 
suami dan isteri. Terutama kewajiban seorang suami untuk 
memenuhi nafkah lahiriyah dan batiniyah. Dalam hal apabila dari 
perkawinan tersebut lahir seorang anak, sang ayah berkewajiban 
untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh sang 
anak, seperti yang telah penulis sampaikan di bab sebelumnya. 
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 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB X Pasal 45 ayat 2.  
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 Lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat 1 . 
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 Pemberian nafkah terhadap anak yang terjadi di Desa 
Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dari 4 
informan yang penulis temui berbeda-beda. Pemberian nafkah 
merupakan suatu kewajiban seorang suami dan ayah, hal tersebut 
timbul karena suatu akad perkawinan. Berbeda dengan kasus yang 
dialami informan yang benama bu Endang, perkawinan sirri yang 
dilakukan nya bersama suaminya bapak Mulyadi. Akad nikah yang 
diucapkan oleh sang suami di depan kiyai dan 2 (dua) orang saksi 
menjadikan dia sebagai suami dan ayah dari anak yang dilahirkan 
dari perkawinan tersebut malah menjadikan sang suami tidak 
melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan ayah. 
25
  Karena 
sebab perkawinan yang mereka lakukan adalah sirri yang mana 
tidak memiliki kekuatan hukum adalah penyebab tidak 
dilaksanakannya kewajiban pemberian nafkah terhadap isteri dan 
terutama kepada anaknya. Bahwa kewajiban yang paling terpenting 
dan utama yang harus dilakukan adalah pemenuhan nafkah 
terhadap isteri dan anak-anaknya dari perkawinan yang 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh 
undang-undang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. 
26
 
                                                          
25
 Hasil Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 
15.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.  
26
 Hasil Wawancara dengan Bapak Sujadi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 
19.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.  
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Dengan kita sebagai warga negara yang taat akan hukum 
dan aturan yang berlaku, itu berarti suatu bentuk ketaatan kita 
terhadap ulil amri. Firman Allah dalam Surah An-Nisa [4] ayat 59:  
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
 27
 
 Ayat diatas secara jelas bahwa konsep ketaatan terhadap 
undang-undang merupakan produk ulil amri yang bersifat mutlak, 
yang mana tergantung isi dari suatu pasal yang tidak bertentangan 
dengan Al-Qur‟an dan juga hadits. Apabila suatu peraturan yang 
dibuat oleh ulil amri dan bertentangan dengan Al-Qur‟an dan 
hadits, maka tidak ada kewajiban kepada kita untuk menaati 
peraturan tersebut. Seperti halnya perkawinan sirri yang informan 
penulis temui, mereka melakukan perkawinan tersebut tanpa 
memikirkan sebab dan akibatnya. Padahal tersebut sangat 
bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di negara 
Indonesia.  
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 QS. An-Nisa [4] : 59, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara 
Penerjema/Penafsir Al-Qur‟an:1971), hlm. 125. 
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 Analisis mengenai perkawinan sirri  menurut penulis  bahwa 
perkawinan sirri merupakan suatu penghalang dari pemberian 
nafkah terhadap isteri dan anak. Namun penulis mencoba 
meluruskan kesalahpahaman masyarakat terhadap anggapan bahwa  
perkawinan sirri adalah penyebab seorang suami atau ayah dapat 
menghirup udara bebas tanpa memikirkan kewajiban memenuhi 
nafkah atas isteri dan anaknya dari perkawinan sirri.   
Selanjutnya terhadap perkawinan sirri merupakan suatu 
penghalang dari pemberian nafkah. Adalah anggapan yang salah 
adanya. Seperti yang telah penulis sampaikan diatas mengenai 
permohonan uji materiil yang diajukan oleh bu Machica, dari 
permohonan yang diajukan tersebut menghasilkan keputusan 
bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilakukan 
sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang, bisa 
mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan kerabat ayahnya 
dengan ketentuan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi seperti DNA. 
28
 Sehingga dari keputusan Mahkamah 
Konstitusi ini menyebabkan seorang ayah secara hukum harus 
memberi nafkah terhadap anak biologisnya. Terlebih kepada anak 
yang dihasilkan dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak 
dilakukan secara hukum negara sekalipun, namun dengan 
                                                          
28
  Pdf, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.  
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ketentuan-ketentuan yang telah penulis sampaikan halaman 
sebelumnya.  
Dengan begitu perkawinan sirri tersebut bukanlah suatu 
faktor penghalang atau alasan bagi seorang suami dan ayah untuk 
tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah terhadap anak 
yang dilahirkan dari perkawinan sirri.  Seharusnya sebagai orang 
tua yang baik, merupakan suatu keharusan memberi nafkah atau 
segala kebutuhan sang anak tanpa ia memikirkan anak tersebut 
lahir dari perkawinan yang tidak sah di hadapan hukum negara atau 
perkawinan yang tidak dicatatkan yang menyebabkan tidak 
memiliki kekuatan hukum. Dan hal itu menyebabkan tidak 
dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap anaknya.  
2. Sebab Alasan Ekonomi 
 Demi mewujudkan kebaikan dalam rumah tangga yang 
bahagia, semua itu tidak terlepas dari faktor biaya. Memang, materi 
bukanlah segalanya, namun demi terwujudnya keberlangsungan 
kehidupan suatu keluarga haruslah tercukupinya suatu kebutuhan 
dengan materi.  
 Menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai dengan 
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  Kompilasi Hukum Islam BAB XII, Pasal 80 ayat 4.  
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a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 
bagi anak dan isteri; 
c) Biaya pendidikan bagi anak. 
 Nafkah sendiri menurut bahasa artinya „sesuatu yang 
diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya,‟ sedangkan menurut 
syara‟ nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 30  
Dari beberapa permasalahan yang penulis temui di lapangan, 
seperti yang terjadi dalam perkawinan sirri Bapak Imam Wahyudi 
dan isterinya, karena pendapatan yang beliau dapat belum 
mencukupi kebutuhan sang isteri dan anak, keluarga dari bapak 
imam wahyudi berusaha membantu beliau memenuhi kebutuhan 
isteri dan anaknya. 
31
 Diketahui bahwa bapak imam setiap 
bulannya memberikan nafkah terhadap isterinya sebesar 1 juta 
rupiah. Berdasarkan tabel 1 yang telah penulis paparkan bahwa 
bapak wahyudi belum bisa memberikan nafkah berupa materi 
sesuai dengan yang penulis paparkan diatas. Namun, bapak 
wahyudi menyadari bahwa apa yang beliau berikan belum bisa 
dikatakan cukup, maka untuk mencukupi kebutuhan isteri dan 
anaknya beliau dibantu oleh orang tuanya dan kerabatnya. 
32
  
 Suami adalah seorang laki-laki yang berperan sebagai kepala 
keluarga yang berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui 
                                                          
 
30
  Wahbah A-Zhuhaili, Fiqih Islam Wa Addilatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 
2011), hlm. 110. 
31
 Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 
2017, pukul 13.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.   
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 Lihat, QS. Al-Baqarah [2]:233.  
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usaha yang baik dan halal. Seorang suami juga adalah pemimpin 
wanita dalam sutu rumah tangga. 
 Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Nisa ayat 43, bahwa  
kepemimpinan seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk 
dapat mencukupi biaya hidup isteri dan anak-anaknya sesuai 
dengan apa yang Allah SWT perintahkan dan sesuai dengan 
kemampuan Allah SWT berikan kepadanya. Seperti yang 
dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau menikahkan putrinya 
Fatimah, beliau berkata kepada Ali r.a, “engkau berkewajiban 
bekerja dan berusaha sedangkan dia berkewajiban mengurus 
rumah tangga. “ Ali r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah telah 
menyuruh Fatimah mengatur rumah tangga dan Ali bekerja ke luar 
rumah.
33
 Suami yang baik harus mempunyai keyakinan bahwa 
segala pekerjaan dan usaha yang dilakukan itiu adalah ibadah dan 
sebagai suatu ketaatan kepada Allah SWT. Bekerja bukan hanya 
merupakan suatu kreativitas.  
Kemudian dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 juga 
menjelaskan bahwa kewajiban pemenuhan segala keperluan yang 
dibutuhkan oleh ibu dan yang dilahirkan sebab suatu perkawinan 
yang dilakukan secara agama Islam adalah dilakukan oleh ayah. 
Dan apabila seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah guna 
pemenuhan segala kebutuhan sang anak karena suatu hal tertentu 
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yang menyebabkan seorang tidak dapat memberikan nafkah 
terhadap anaknya, dapat dilakukan oleh kerabat ayahnya. Suami 
bertanggung jawab mencari nafkah untuk isteri dan anak-anaknya 
sesuai dengan kebutuhan dan batas-batas kemampuannya. 
Terhadap apabila seorang ayah atau suami tidak mampu 
dalam memenuhi kewajiban nya dalam memberikan nafkah 
terhadap ister dan anak-anaknya sebab suatu hal tertentu kemudian 
digantikan oleh kerabatnya. Hal tersebut sepadan dengan prinsip 
bentuknya hukum Islam yaitu, menghilangkan kesulitan demi 
kemudahan umat Islam. Seperti dalam firman Allah Surah Al-
Baqarah [2]:185. 
 
Artinya: “…Allah menghendaki kemudahan bagimu dan 
tidak menghendaki kesukaran bagimu…34 
Kemudian apabila penulis kaitkan dengan Qawaid Fiqhiyah 
pemberian nafkah yang dilakukaoleh kerabat dari ayah atu suami. 
Penulis kaitkan dengan salah satu dari lima kaidah yaitu  ةقشملا
 رسيتلا بلجت yang mempunyai arti bahwa kesukaran itu dapat 
menarik kemudahan.
 35
 Maksud dari kaidah diatas adalah suatu 
kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Bahwa suatu hukum 
yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya, baik terhadap 
badan, jiwa maupun harta seorang mukallaf, dihilangkan sehingga 
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 QS. Al-Baqarah [2]:185, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta, Yayasan 
Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur‟an:1971). hlm.  
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 A.Ghozali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Semarang: Basscom Multimedia 
Grafika, 2015), hlm. 58.   
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tidak ada madharat lagi. Menurut penulis apabila seorang ayah atau 
suami yang tidak mampu dalam menjalankan kewajibannya 
memberikan nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya karena sebab 
sakit dan tidak mampu untuk bekerja mencari penghasilan, untuk 
menggantikan kewajiban pemenuhann nafkah tersebut dapat 
dilakukan oleh kerabatnya.  
Seperti yang dialami salah satu informan penulis bapak 
Syukuruddin, beliau tidak memberikan nafkah terhadap anaknya 
sebab beliau mengalami sakit stoke yang menyebabkan beliau 
tidak dapat berjalan dan tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti 
biasa karena sakit yang beliau derita. 
36
 Dalam hal kasus yang 
dialami oleh informan yang penulis alami, seperti yang telah 
penulis jelaskan di atas bahwa apabila seorang ayah tidak dapat 
menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah dapat 
digantikan oleh kerabatnya. Penulis mencoba menguatkan 
pendapat tersebut dengan firman Allah dalam Surah Ath-Thalaaq 
[65]:7 
 
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) 
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  Hasil Wawancara dengan Bapak Syukuruddin, pada hari Jum‟at, tanggal 28 April 
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apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan.” 37 
Potongan ayat diatas menjelaskan bahwa seorang laki-laki 
atau seorang ayah dan suami berkewajiban mencari nafkah dengan 
segenap kemampuannya. Seperti yang bapak Syukuruddin alami, 
beliau tidak member nafkah sebab tidak mampu mencari nafkah 
sebab sakit. Penulis beranggapan seharusnya kerabat dari bapak 
Syukuruddin membantu beliau dalam memenuhi kewajibannya 
memberi hak nafkah terhadap anak yang dilahirkan dari 
perkawinan sirri dengan isterinya. Terlebih apabila dalam pihak 
kerabat terdapat permasalahan pribadi, seharusnya kerabat atau 
keluaganya memfikirkan dampak apabila tidak dipenuhinya nafkah 
kepada anak tersebut.  
Kemudian dari permasalahan diatas, penulis mencoba 
mengkaitkan dengan 5 (lima) hal pokok terbentuknya syariat 
Islam, yaitu: 1). Agama (Ad-Din), 2). Jiwa (Nafs), 3). Akal (Akl), 
4). Nasab (Hifdzul nasl), dan 5). Harta Kekayaan (Mal).
38
 Agama 
Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin 
terwujudnya dan terbentuknya dari kelima hal diatas, guna 
menjamin pemeliharaan dan penjagaannya. Dalam hal pemberian 
nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan sirri apabila ditinjau 
dari kelima hal diatas, salah satunya yang kedua yaitu jiwa (nafs) 
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bahwa untuk memelihara jiwa seorang muslim dan juga menjamin 
kehidupannya, agama Islam mensyariatkan kepada umatnya unruk 
memperoleh sesuatu guna mencukupi kehidupan mereka dengan 
beberapa hal seperti makanan, minuman, pakaian, juga tempat 
tinggal, menghindarkan diri dari bahaya, yang mengancam dirinya 
dan sebagainya. Apabila seorang anak yang belum dewasa, anak-
anak yang dalam keadaan miskin atau tidak mempunyai harta dan 
belum mampun untuk bekerja tidak menerima hak-haknya dari 
orang tua, terlebih hak nafkah dari ayah kandungnya, bagaimana 
atau dari mana sang anak mendapatkan hak nafkah untuk 
memenuhi segala kebutuhannya dan jika bukan orang tua atau 
ayahnya siapa yang menjamin kehidupannya di masa sekarang 
ataupun di masa yang akan datang.  
Apabila seorang ayah tidak memberikan nafkah terhadap 
anak, hak-hak anak yang seharusnya diterima dari ayahnya akan 
hilang, seorang anak yang seharusnya di masa kecilnya ia 
mendapat kasih sayang dari orang tuanya, pemeliharaan yang baik, 
kebutuhan yang mencukupi, pendidikan akhlak yang baik dari 
orang tuanya, serta perlindungan dari orang tua nya hilang karena 
suatu kelalaian atau sebab tidak dipenuhinya kewajiban seorang 
ayah atau suami.  
Seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa suami atau 
seorang ayah berkewajiban untuk bekerja mencari uang guna 
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pemenuhan nafkah untuk anak-anaknya sesuai dengan 
kemampuannya. Namun apabila dia tidak mampu dalam hal 
pemenuhan nafkah sebab sakit atau tidak mampu, 
39
 maka untuk 
kewajiban pemenuhan nafkah terhadap anaknya dapat digantikan 
atau dibantu oleh kerabatnya. 
40
 
Kemudian dalam hal masa pemberian nafkah terhadap anak 
oleh seorang ayah, undang-undang sendiri tidak menyebutkan 
secara jelas dalam hal masa atau kapankah seorang anak harus 
menerima hak nafkahnya dari seorang ayah. Namun menurut 
Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa waktu atau masa 
pemberian nafkah terhadap anak  disesuaikan dengan keadaan 
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Dari uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnnya terhadap 
pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan sirri (studi kasus di 
Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan sirri menurut hukum 
Islam adalah anak sah. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah 
dalah ia yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan 
perkawinan yang sah dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan 
berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-
masing umat.  
2. Akibat dari perkawinan sirri itu sendiri adalah pemberian nafkah 
terhadap isteri serta anak-anaknya. Terdapat dua sebab alasan 
pemberian nafkah yaitu sebab perkawinan dan sebab ekonomi. 
Pertama, perkawinan yang dilakukan secara sirri atau perkawinan 
yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil, 
menyebabkan hikangnya hak dan kewajiban seorang ayah atau suami 
untuk memenuhi hak nafkah. Berdsarkan Keputusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa seorang anak yang 
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dilahirkan akibat dari perkawinan sirri dapat memempunyai hubungan 
perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya dengan ketentuan dapat 
dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti DNA. 
Kedua, alasan sebab ekonomi. Hukum Islam telah mengatur bahwa 
kewajiban nafkah adalah dilakun oleh ayah. Dalam Al-Qur’an Surah 
Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan bahwa kewajiban nafkah dilakukan 
atau dipenuhi oleh seorang ayah. Hukum Islam tentunya tidak 
memberatkan seorang ayah apabila tidak mampu dalam memenuhi hak 
nafkah terhadap anak dapat dilakukan oleh kerabatnya. Kemudian di 
dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menyebutkan bahwa kewajiban menelihara dan mendidik 
seorang anak sebelum dia dewasa atau kawin adalah kewajiban orang 
tua.     
B. Saran 
Setelah mengadakan penelitian dan analisis terhadap pemberian nafkah 
terhadap anak hasil dari perkawinan sirri (studi kasus di Desa Argopeni 
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), maka dalam kesempatan ini 
penulis ingin menyumbangkan saran-saran yang sekiranya bermanfaat 
bagi umat Islam pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.  
Adapun saran-saran terseblah sebagai berikut:  
1. Taatilah setiap aturan yang telah dibuat oleh ulil amri atau pemerintah,  




3. Menikahlah sesuai dengan aturan hukum yang telah dibuat oleh 
negara.  
4. Tunaikanlah kewajiban nafkah terhadap anak-anak yang telah 
dilahirkan.  
5. Tidak ragu untuk mengajukan permohonan asal-usul anak ke 
pengadilan agama, demi hak-hak seorang anak.  
C. Penutup 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 
yang telah memberikan kenikmatanyang tak terhingga kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir. 
Meskipun dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah berusaha 
semaksimal mungkin dalam pembuatannya, namun penulis meyakini 
bahwa dlam penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari kesalahan dan 
kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan 
kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebabt itu, penulis sangat 
mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari 
berbagai pihak demi perbaikan karya yang selanjutnya untuk mencapai 
kesempurnaan. Akhirya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca 
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Wawancara dengan Bapak Muhammad, Kepala Kantor Urusa Agama Kecamatan 
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Wawancara dengan Bapak Johar, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kebumen,. 
Wawancara dengan Bapak Suprapto, Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 
Kabpaten Kebumen. 
Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Informan. 
Wawancara dengan Bapak Syukuruddin, Informan. 
Wawancara dengan Bapak Sujadi, Informan. 
Wawancara dengan Ibu Endang, Informan. 
Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Informan. 
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1. seberapa persentase masyarakat di wilayah Kecamatan Kebumen/Desa 
Argopeni yang melakukan perkawinan sirri? 
2. Apakah terdapat peraturan khusus larangan terjadinya perkawinan 
sirri? 
3. Apakah Petugas Pencatat Nikah telah memberikan sosialisasi atau 
himbauan terhadap perkawinan sirri? 
4. Apakah yang melandasi dilakukannya perkawinan sirri ? 
5. Terhadap perkawinan sirri yang telah dilakukan, apakah sang suami 
atau ayah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah terhadap 
anaknya? 
6. Terhadap suami atau ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah 
terhadap anaknya, apa alasan mereka ?  
7. Menurut bapak/ibu bagaimana status atau kedudukan anak yang 
terlahir dari perkawinan sirri ? 
8. Apakah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, masi 
mempunyai hak yang sama seperti anak yang dilahirkan dari 
perkawinan pada umumnya ? 
9. Apakah terhadap hak dan kewajiban yang hilang? Terhadap hak 
nafkah, siapa yang berkewajiban memberikan kepada anak, terlebih 
perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan ? 
B. Informan 
1. Berapa usia perkawinan sirri yang anda lakukan? 
2. Dimana anda melangsungkan perkawinan tersebut? 
3. Siap yang menyaksikan perkawinan tersebut? 
4. Apakah diketahui oleh kerabat dekat anda? 
5. Mengapa, perkawinan yang anda lakukan disembunyikan? 
6. Anda sudah memiliki anak? Berapa? 
7. Bagaimana pemenuhan nafkah terhadapnya anak anda? 
8. Jika anda tidak memberikan, kemudian siapa yang mencukupi 
kebutuhan anak anda? 
9. Apa pekerjaan anda? 
10. Berapa penghasilan anda dalam satu bulan? 
11. Dengan penghasilan sebesar itu, apakah kurang untuk memenuhi 
kebutuhan anak anda? 
12. Berapa besar kebutuhan (hak nafkah) yang anda berikan kepada anak 
dan isteri ? 
13. Kapankah anda memberikan nafkah tersebut kepada anak dan isteri ?  
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